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Abstrak 
Nama  : Muhammad Arif 
NIM  : 10500110070 
Jurusan  : Ilmu Hukum 
Fakultas : Syariah dan Hukum 
Judul                 : Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam 
Menjatuhkan Putusan Bebas/Vrisjpraak (Studi 
Kasus Putusan Perkara Nomor: 1132/Pid. 
B/2013/PN.Mks) 
 
Tujuan penulisan ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui dasar-dasar 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas. 2) Untuk mengetahui 
prosedur penjatuhan putusan bebas oleh Pengadilan. 
Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka penulis 
menggunakan metodelogi yaitu (1). Studi dokumen terhadap data yang ada di 
Pengadilan Negeri Makassar, (2). Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri 
Makassar, (3). Analisis data. Penulis menggunakan analisis data kualitatif, yang 
mana penulis menggunakan deskriptif kualitatif. 
Setelah mengurai tentang dasar-dasar hokum dalam menjatuhkan putusan 
bebas, serta prosedur penjatuhan putusan bebas, hasil penelitian menunjukkan 
bahwa terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, 
tetapi harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti 
yang sah tersebut harus dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa dan 
tindak pidana yang dilakukannya, seperti yang dimaksud dalam Pasal 183 
KUHAP. Alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP ada lima alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, 
surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi jika ternyata kesalahan terdakwa 
atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan berdasarkan dua alat bukti, maka terdakwa diputus bebas. 
Penjatuhan putusan bebas oleh majelis  hakim kepada terdakwa yang tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, pada kenyataannya tetap akan 
menimbulkan dampak negative kepada terdakwa meskipun putusan tersebut telah 
memiliki kekuatan hokum tetap, misalnya tidak diterima keberadaannya dalam 
lingkungan masyarakat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau 
menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu 
merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah 
terjadinya pelanggaran hukum, dengan perkataan lain baik secara preventif 
maupun represif. Sejauh ini peraturan yang mengatur tentang penegakan hukum 
dan perlindungan hukum terhadap keluhuran harkat martabat manusia di dalam 
proses pidana pada hakekatnya telah diletakkan dalam Undang-undang Nomor 48 
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  
Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam system 
peradilan pidana merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan 
yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan 
sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Keadilan yang dihasilkan dari suatu 
lembaga peradilan melalui suatu proses peradilan yang tertuang di dalam putusan 
hakim adalah merupakan syarat utama di dalam mempertahankan kelangsungan 
hidup suatu masyarakat sebab putusan-putusan hakim yang kurang adil membuat 
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang, sehingga 
mengakibatkan masyarakat enggan untuk menempuh jalur hukum di dalam 
mengatasi permasalahan hukum yang mereka hadapi. Maka dalam hal ini hakim 
sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 
mengadili dalam suatu proses peradilan pidana, mempunyai suatu peranan penting 
dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang 
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diharapkan dan dicita-citakan. 
Ketika seorang hakim sedang menangani perkara maka diharapkan dapat 
bertindak arif dan bijaksana demi untuk mendapatkan kebenaran materil yaitu 
kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan 
menerapkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang tertuang dalam 
pasal demi pasal yang ada di dalam KUHAP guna menentukan apakah seorang 
terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak dan apabila terbukti 
bersalah maka seorang terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana atau sebaliknya 
bila tidak terbukti bersalah maka seorang terdakwa harus diputus bebas sehingga 
kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang dapat dipertanggung jawabkan 
baik dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan 
Negara, diri sendiri serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 
Kemandirian hakim adalah kemandirian dalam tugas dan wewenang dalam 
kapasitasnya ketika sedang menangani perkara, adapun wewenang hakim antara 
lain sebagai berikut : 
1. Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dengan 
penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3) 
KUHAP). 
2. Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang, 
berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat(1) KUHAP). 
3. Mengeluarkan Penetapan agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan 
tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, 
dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya (Pasal 154 ayat 
(6) KUHAP).  
 
                                                          
1
Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Bandung: Mandar Maju,1999), h. 
15.  
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4. Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang 
yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan 
menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi 
(Pasal 170 KUHAP).  
5. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga 
telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya 
atau atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa (Pasal 174 ayat (2) 
KUHAP).  
6. Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara 
singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah 
adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas hari) akan 
tetapi Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan 
tambahan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP).  
7. Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang 
perlu di persidangan baik atas kehendaknya sendiri maupun atas 
permintaan terdakwa atau penasehat hukumnya Pasal 221 KUHAP) 
8. Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau 
janji di luar sidang (223 ayat (1) KUHAP).  
Tugas dan wewenang tersebut maka hakim dapat memberikan putusan 
sebagaimana yang tertuang dalam Bab I Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 
11 KUHAP yaitu bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang 
diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, 
bebas, ataupun lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal ini serta merta menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini.  
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Jadi, dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses 
persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri.
2
 Putusan 
hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk 
menyelesaikan perkara pidana.Dengan demikian dapatlah dikonklusikan lebih 
jauh bahwasanya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk 
memperoleh kepastian hukum (rechts zekerheids) tentang statusnya dan sekaligus 
dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian 
dapat menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, 
melakukan grasi dan sebagainya.Sedangkan dilain pihak hakim yang mengadili 
perkara diharapkan dapat memberikan putusan yang mencerminkan nilai-nilai 
keadilan dengan memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga 
putusan yang dijatuhkan setimpal sesuai dengan kesalahannya. 
Apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai seperti yang diatur dalam 
pasal 182 ayat (1), tahap proses persidangan selanjutnya adalah penuntutan, 
pembelaan dan jawaban lalu kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap 
musyawarah hakim guna menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan pengadilan. 
Adapun macam-macam bentuk putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim 
dalam sidang pengadilan berdasarkan KUHAP dapat dibagi atas tiga macam, 
yaitu:  
1. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (vrijspraak) 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu 
pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan 
terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara 
sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.  
                                                          
2
Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, 
Eksepsi Dan Putusan Peradilan (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 33-34. 
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2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum 
(ontslag van rechtvervolging) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 
ayat (2) KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak 
merupakan suatu tindak pidana. 
3. Putusan yang mengandung suatu penghukuman terdakwa, Pasal 193 
KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan 
menjatuhkan pidana. 
Dari macam-macam bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim di sidang 
pengadilan tersebut, maka yang menjadi objek penelitian penulis adalah putusan 
bebas yaitu putusan dari Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor 
1132/Pid.b/2012/PN.Mks:  
a. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (vrijspraak) sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu pengadilan berpendapat 
bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan 
yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka 
terdakwa diputus bebas.  
b. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum 
(ontslag van rechtvervolging) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat 
(2) KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan 
suatu tindak pidana.  
c. Putusan yang mengandung suatu penghukuman terdakwa, Pasal 193 KUHAP 
yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana. 
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Memperhatikan kasus yang dikaitkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP 
yang mengatur tentang putusan bebas dan dikaitkan pula dengan sistem 
pembuktian yang dianut di Indonesia yaitu system pembuktian menurut undang-
undang secara negatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP maka 
hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya putusan bebas di dalam 
pertimbangan putusannya harus benar-benar memperhatikan ketentuan-ketentuan 
sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian dengan judul "DASAR-DASAR  PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 
MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS/Vrijspraak (Studi Kasus Putusan Perkara 
Nomor 1132/Pid. B/ PN. Mks). 
B. Fokus Penelitian 
Dalam penelitian peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai dasar-
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dan hambatan-
hambatan apa yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam 
pelaksanaan putusan bebas. 
C. Rumusan Masalah 
Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah dalam 
rangka untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang 
hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah, serta tercapainya sasaran yang 
diharapkan. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut :  
1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
bebas? 
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan penjatuhan putusan bebas di Pengadilan 
Negeri Makassar? 
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D. KAJIAN PUSTAKA  
Berdasarkan pada penelusuran penulis tentang kajian pustaka yang 
berkaitan dengan judul skripsi ini, penulis menemukan beberapa skripsi yang 
hampir sama dengan judul penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut : 
1. Koernelius Widi Nugroho, Nomor Mahasiswa 000507109, Fakultas 
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “ Putusan Bebas 
Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi”. Rumusan Masalah penulis 
adalah “faktor-faktor apakah yang menyebabkan dijatuhkan putusan bebas 
dalam perkara Tindak Pidana Korupsi “. Hasil penelitian penulis adalah 
ketidakpuasan masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana 
korupsi di Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan dijatuhkannya 
putusan bebas oleh hakim pada perkara tindak pidana korupsi karena 
profesionalias kinerja aparat penegak hukum tidak stabil karena adanya 
indikasi tekanan dari pendukung pelaku dan adanya indikasi intervensi 
para pihak terhadap lembaga peradilan yang berpengaruh pada proses 
peradilan terhadap perkara tersebut. 
2. Nofiana Dian K., Nim : E0005234, Analisis Penjatuhan Putusan Bebas 
(Vrijspraak) Terhadap Terdakwa Marthen Renouw Dalam Tindak Pidana 
Pencucian Uang Bidang Kehutanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri 
Jayapura. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal yang 
bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder. Hasil 
penelitian diketahui bahwa dalam menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) 
terhadap terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Jayapura memiliki dasar 
pertimbangan bahwa unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa 
Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua tidak 
terbukti. 
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Setelah membandingkan judul, tujuan dan hasil penelitian Antara 
penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti terdahulu, 
penulis menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul “DASAR-DASAR  
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS/ 
Vrijspraak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1132/Pid. B/2013/PN. Mks), 
berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan belum 
pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 
Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini, ialah : 
1. Untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan bebas. 
2. Untuk mengetahui prosedur penjatuhan putusan bebas oleh Pengadilan. 
Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini ialah : 
a) Bagi Mahasiswa Hukum khususnya Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar, hasil penulisan skripsi ini dapat digunakan 
sebagai bahan referensi yang berguna bagi mahasiswa dan ingin mengetahui 
serta meneliti lebih jauh tentang Dasar-dasar Pertimbangan Hakim dalam 
Menjatuhkan Putusan Bebas. 
b) Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam 
perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada 
khususnya. Penulisan skripsi ini juga dapat digunakan oleh penegak hukum 
sebagai bahan literatur atau referensi dalam proses penegakkan hukum. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS  
A. Tinjauan Umum Tentang Hakim. 
1. Pengertian Hakim  
Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh 
Undang-undang untuk mengadili, berdasarkan Pasal 1 angka (8) UU No. 8 Tahun 
1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan 
menurut Pasal 12 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, 
menyebutkan bahwa Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas 
kekuasaan kehakiman. Di dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan 
kehakiman yang diatur dalam Undang-undang. 
2. Kewajiban, Tanggung Jawab, dan Kebebasan hakim.  
Kewajiban dan tanggungjawab hakim formal yuridis terutama bersumber 
dari Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004) di 
dalam Bab IV, Pasal 28-30 diatur hal-hal yang berkaitan dengan Hakim dan 
kewajibannya, sedangkan Pasal 16 ayat (1) hanya menyiratkan tanggungjawab 
hakim. Di luar Bab IV tersebut ditemukan kewajiban hakim yang pertama-tama 
sebagai organ pengadilan yaitu “Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan 
mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau 
kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili”, (Pasal 16 ayat 
(1) UU No 4 Thn 2004). Hal ini dijelaskan pada penjelasannya yang berisi 
“Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum, pencari keadilan 
datang padanya untuk memohon keadilan, andaikata ia tidak menemukan hukum 
tertulis ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum 
sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang 
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Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara”. Dari penjelasan pasal 16 
ayat (1) diatas dapat disimpulkan yaitu tanggungjawab hakim bukan saja terhadap 
diri sendiri, melainkan yang utama adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
masyarakat, bangsa, dan Negara. Lebih ditekankan melalui pasal 4 ayat (1), 
bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa”. 
Kewajiban-kewajiban hakim dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 
dapat diperinci sebagai berikut:  
a. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat 1).  
b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 
memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh, (pasal 28 
ayat Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat 
hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan 
suami istri meskipun telah bercerai dengan Ketua, salah seorang Hakim 
Anggota, Jaksa, Advokat atau Panitera (pasal 29 ayat 3).  
c. Ketua Majelis, Hakim Anggota, bahkan Jaksa atau Panitera wajib 
mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga 
sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri 
meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili, atau advokat (Pasal 29 
ayat 4).  
d. Sebelum memangku jabatan hakim, panitera, panitera pengganti, dan juru sita 
untuk masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau 
janji menurut agamanya (pasal 30 ayat 1). 
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Ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 
bertujuan agar hakim dapat memberikan keputusan sesuai dengan rasa keadilan 
masyarakat. Dengan demikian seorang hakim harus bersedia untuk terjun di 
tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, mampu menyelami 
perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi pendekatan 
yang harus digunakan oleh hakim bukan saja yuridis formal akan tetapi perlu 
dipertimbangkan pada segi sosio politik.
3
 
Ketentuan dalam pasal 29 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 4 
Tahun 2004 diatur pula di dalam pasal 157 KUHAP. Bahkan hakim yang 
mengundurkan diri harus diganti apabila tidak dipenuhi atau tidak diganti, 
sedangkan perkara yang telah diputus maka perkara wajib segera diadili ulang 
dengan susunan lain. Demikian perintah Pasal 157 ayat (3) KUHAP. Juga hakim 
wajib mengundurkan diri mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, 
baik langsung maupun tidak langsung (Pasal 220 KUHAP).
4
 
UUD NRI 1945 mengenai masalah kebebasan hakim atau masalah 
kebebasan peradilan telah diatur secara tersurat dalam pasal 24 dan pasal 25. Hal 
ini sudah menjadi jaminan yang cukup kuat di Indonesia, dengan demikian 
kebebasan peradilan adalah merupakan suatu syarat mutlak suatu negara hukum. 
Sebab suatu pengadilan yang bebas dapat memberikan pengadilan tanpa 
dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun. 
Selain itu, kebebasan hakim juga mutlak diperlukan terutama untuk 
menjamin keobyektifan hakim dalam putusannya. Namun kebebasan Hakim 
bukanlah dimaksudkan adanya semacam hak istimewa dari para hakim untuk 
                                                          
3
Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman (Jakarta: Sinar Grafika), 1991, 
h. 12 
  
4
Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman, 1991, h. 12   
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dapat berbuat sebebas-bebasnya terhadap suatu perkara yang diperiksanya, karena 
hakim terikat pada hukum. 
Sedangkan di dalam UU No.4 Tahun 2004 secara tegas telah diatur 
beberapa Pasal yang menjamin keobyektifan hakim, antara lain:  
a. Pasal 4 ayat (1) ; 
“Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa”.  
b. Pasal 5 ayat (1) ; 
“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 
orang”.  
c. Pasal 19 ayat (1) ; 
“Sidang Pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, terkecuali 
Undang-undang menentukan lain”. 
d. Pasal 20 ; 
“Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika 
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum”.  
e. Pasal 25 ayat (1) ; 
“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan 
tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk 
mengadili”. 
Menurut Hapsoro Jayaningrat, makna kebebasan hakim ada 2 (dua), yaitu:  
a. Bebasnya hakim dari pengaruh dan campur tangan pihak lain. Hal ini sesuai 
dengan penjelasan UU No. 4 Tahun 2004, bahwa kekuasaan kehakiman yang 
merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang 
bebas dari campur tangan pihak kekuasan negara lainnya dan kebebasan dari 
paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra judiciil, 
kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh undang-undang. Kebebasan yang 
demikian menurut Undang-undang tersebut ada batasnya karena kebebasan 
dalam melaksanakan wewenang judicial tidaklah mutlak sifatnya, karena 
tugas dari para hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan 
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berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-
dasar serta asas-asas yang dijadikan landasan melalui perkara-  perkara yang 
dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan 
bangsa dan rakyat Indonesia.  
b. Bebasnya hakim dari keterikatan kepada pihak-pihak yang berperkara; Hakim 
dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara baik perdata maupun pidana 
haruslah atas dasar obyektifitas, tanpa memihak kepada salah satu pihak dan 
tidak boleh membeda-bedakan orang. Untuk tegaknya obyektifitas pengadilan, 
hakim harus bebas dari keterikatannya baik atas dasar hubungan kerja atau 
hubungan lainnya.
5
 
c. Pada dasarnya untuk pengenaan pidana diperlukan adanya dua persyaratan, 
yaitu dapat dipidananya perbuatan (strafbaarheid van het feit) dan dapat 
dipidananya orangnya atau pembuatnya (strafbaarheid van persoon). Dengan 
perkataan lain, bahwa orang tersebut mempunyai kesalahan (terdakwa), yang 
dibuktikan di ruang sidang pengadilan dan kesalahan terdakwa ini termaktub 
dalam Dakwaan Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan asas “Tiada Pidana 
Tanpa Kesalahan”.6 
Pengadilan menjatuhkan pidana apabila pengadilan berpendapat bahwa 
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pasal 
193 ayat (1) KUHAP. 
Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, 
tetapi harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. dua alat bukti 
yang sah tersebut harus dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa dan 
                                                          
5
Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara 
Pidana  (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987), h. 55-56   
6
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Pidana di Indonesia ( Bandung: Sumur Bandung, 1986), 
h. 34   
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tindak pidana yang dilakukannya, seperti yang dimaksud dalam Pasal 183 
KUHAP. Ketentuan pasal 183 KUHAP ini bertujuan untuk menjamin kepastian 
hukum bagi seseorang (penjelasan Pasal 183 KUHAP). Sekurang-kurangnya dua 
alat bukti yang sah, mempunyai maksud, yaitu minimal dua alat bukti dari alat 
bukti yang sah menurut KUHAP, alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur 
dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ada lima alat bukti yang sah yaitu keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 
Menurut Hazewinkel-Suringa, dalam kerangka kebebasan hakim untuk 
menentukan berat ringannya hukuman, dimana ia dapat bergerak dalam batas-
batas maksimal hukuman ataupun memilih jenis hukuman maka dapat ditegaskan 
disini bahwa alasan-alasan tersebut, baik ia jadikan landasan untuk memberatkan 
hukuman ataupun untuk meringankannya, tidak merupakan arti yang essentieel 
lagi.
7
 
Batas-batas tersebut hakim pidana adalah bebas dalam mencari hukuman 
yang dijatuhkan kepada terdakwa secara tepat, suatu kebebasan tidak berarti 
kebebasan yang mutlak secara tidak terbatas. Menurut Gunter Warda, seorang 
hakim harus mempertimbangkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, 
keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya, ia harus 
melihat kepribadian dari perilaku perbuatan, dengan umurnya, tingkatan 
pendidikan, apakah ia pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya sebagai bangsa 
dan hal-hal yang lain.
8
 
Dalam menerapkan peraturan pidana, hakim mempunyai kebebasan: 
a. Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam 
perumusan delik yang bersangkutan.  
                                                          
7
Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana, (Jakarta: Erlangga, 1984), h. 8   
8
Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana,  h. 8   
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b. Memilih pidana pokok mana yang patut dijatuhkan, apakah pidana mati, 
pidana penjara, pidana kurungan (dalam rancangan KUHP adalah pidana 
tutupan) ataukah pidana denda, sesuai dengan pertimbangan berat ringannya 
perbuatan yang dilakukan.  
c. Sebelum hakim tiba pada pemilihan seperti pada huruf a dan b, ia dapat 
memilih apakah ia menjatuhkan hanya pidana bersyarat saja, manakala ia 
memandang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan terpidana jika ia 
menjatuhkan pidana bersyarat saja.
9
  
Menurut Andi Hamzah, jika hakim menjatuhkan pidana harus dalam 
rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi 
seseorang. jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan maupun bersifat 
formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara 
sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya 
tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan 
menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada 
tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal 
itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera 
(tata tentram karta raharja).
10
 
Ada dua faktor yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan 
pidana, yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang 
meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui 
perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan yaitu memberi keterangan yang 
                                                          
9
Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke Reformasi 
(Jakarta: Pradnya Paramita, 1986) h. 77   
10
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 89   
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berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan 
Negara, dan sebagainya.
11
  
Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sikap yang baik dari 
terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari 
terdakwa. Hal ini diatur dalam pasal 28 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 yang 
menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim 
wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berkaitan 
dengan hal itu, penjelasan pasal 28 ayat (2) menegaskan sebagai berikut bahwa 
sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari terdakwa wajib diperhatikan hakim 
dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan pribadi 
seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-
adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang 
dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.  
Mengenai hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan 
terdakwa, selain diatur dalam pasal 28 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004, juga diatur 
dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP yang menyatakan bahwa surat putusan 
pemidanaan memuat: Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang 
menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan 
meringankan terdakwa. 
B. Tinjauan Mengenai Putusan Pengadilan.  
1. Putusan Pengadilan. 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) dimana 
dalam putusan itu hakim menyatakan tentang apa yang telah dipertimbangkan dari 
putusannya. 
                                                          
11
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, h.  89-90   
17 
 
 
Oleh karena putusan pengadilan (hakim) merupakan akhir dari suatu 
proses peradilan, maka sudah sepantasnya jika putusan hakim itu mencerminkan 
rasa keadilan bagi para pihak, baik kepada terdakwa, terpidana, penuntut umum 
maupun bagi masyarakat yang sangat mendambakan keadilan. 
Mengenai apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan, Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas dan jelas memberikan 
defisini sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 11 sebagai berikut : 
Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam siding 
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas 
dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini.
12
 
Definisi putusan pengadilan sebagaimana rumusan Pasal 1 ayat 11 
KUHAP kiranya dapat member gambaran bahwa putusan pengadilan merupakan 
pernyataan hakim yang harus dinyatakan dalam siding pengadilan yang terbuka. 
Isi dan sifat dari putusan pengadilan dapat berupa pemidanaan atau penjatuhan 
pidana, pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum. Disamping itu 
putusan pengadilan harus diambil menurut tata cara yang telah ditentukan. 
Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka oleh 
karena putusan yang diucapkan pada sidang pengadilan yang tidak terbuka untuk 
umum, maka putusan tersebut batal demi hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam 
pasal 195 KUHAP yaitu : 
Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan apabila diucapkan 
dalam sidang terbuka untuk umum.
13
 
Sedangkan menyangkut tata cara pengambilan putusan pengadilan terdapat 
beberapa pasal dalam KUHAP, yang secara tegas mengaturnya. Ketentuan-
ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh karena tidak terpenuhinya ketentuan-
ketentuan dimaksud maka putusan pengadilan batal demi hukum. 
                                                          
12
Muhamad Gerry Rizki, KUHP dan  KUHAP (Permata Press : 2008), h. 194. 
13
Muhamad Gerry Rizki, KUHP dan  KUHAP,  h. 273. 
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Mengenai apa yang dimaksud dengan upaya hukum diatur dalam pasal 1 
ayat 12 KUHAP yang lengkapnya : 
Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak 
menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau 
kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal 
serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
14
 
Rumusan tersebut diatas disimpulkan bahwa upaya hukum dimaksudkan 
untuk melindungi kepentingan hukum terdakwa atau terpidana dan juga untuk 
melindungi kepentingan dari pada hukum itu sendiri. 
 Sudut kepentingan hukum terdakwa, berarti terdakwa berhak untuk tidak 
menerima putusan pengadilan karena menurut kenyataan dan menurut aturan 
hukum yang berlaku terdakwa tidak dapat dipersalahkan sebagaimana isi putusan 
pengadilan. Sedangkan dari sudut kepentingan hukum itu sendiri, maka upaya 
hukum dimaksudkan untuk melindungi pelaksanaan dari aturan hukum itu sendiri, 
dalam arti apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan 
tidak sebagaimana mestinya. 
Meskipun undang-undang membuka kemungkinan penggunaan hak dari 
terdakwa, terpidana atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan 
pengadilan melalui jalur upaya hukum, tidak berarti bahwa terhadap setiap 
putusan pengadilan para pihak yang berkepentingan dapat menggunakan haknya 
tersebut. Yang berarti pula hanya terhadap hal-hal yang sesuai sebagaimana 
ditentukan dalam undang-undang yang dapat dimintakan upaya hukum, serta 
menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. 
2. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan 
a. Putusan Pemidanaan (Veroordeling) 
Mengenai apa yang dimaksud dengan putusan pemidanaan secara tersirat 
dapat ditemukan dalam pasal 193 ayat 1 KUHAP yang bunyinya: 
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Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan 
pidana.
15
 
Sedangkan menurut Van Bemmelen yang dikutip oleh Andi Hamzah 
menyatakan bahwa : 
Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat 
keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan kepadanya terbukti dan ia 
menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dihukum.
16
 
Selanjutnya menurut Yahya Harahap menyatakan mengenai putusan 
pemidanan ialah : 
Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan 
ancaman dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
17
 
Beberapa pengertian mengenai putusan pemidanaan yang dikemukakan 
oleh para pakar tersebut diatas, dan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 193 
KUHAP kiranya dapat memberi gambaran tentang kapan suatu putusan 
pemidanaan dijatuhkan oleh hakim. 
Berkaitan dengan masalah kapan suatu putusan pemidanaan dijatuhkan 
oleh hakim, maka pasal 183 KUHAP secara tegas menyatakan bahwa : 
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah 
yang bersalah melakukannya.
18
 
Hal ini juga telah dijelaskan dalam QS An Nisa/4: 58 mengenai seorang 
hakim dalam menetapkan hukum atau mengambil keputusan dengan adil sesuai 
dengan apa yang diajarkan Allah SWT, Allah berfirman dalam QS An Nisa/4: 58. 
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               
          
Terjemahnya:  
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah-amanah 
kepada pemiliknya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesunguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya 
Allah adalah maha pendengar lagi maha melihat.
19
 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk dapat menjatuhkan 
putusan pemidanaan, maka hakim harus berpedoman pada minimal dua alat bukti 
yang sah. Dan berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan fakta-fakta yang 
terungkap dipersidangan, hakim memperoleh keyakinan bahwa kesalahan 
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Setelah hakim memperoleh 
keyakinan bahwa kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara 
sah dan meyakinkan, harus pula dipertimbangkan apakah perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa, dan terdakwa itu sendiri dapat dihukum atau tidak. 
Hal ini berarti bahwa putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim bukan 
hanya didasarkan pada terbukti tidaknya kesalahan terdakwa, akan tetapi juga 
harus didasarkan pada pertimbangan apakah memang terdakwa dapat dijatuhi 
pidana atau tidak. 
Pertimbangan tersebut diatas sejalan dengan adanya ketentuan-ketentuan 
yang mengatur bahwa seorang tidak dapat dipidana oleh karena keadaan-keadaan 
yang tertentu pula, yang dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah-istilah 
dasar-dasar peniadaan pidana. 
Berkaitan dengan dasar peniadaan pidana Andi Zainal Abidin Farid 
menyatakan : 
Dasar peniadaan pidana (strafuitslutings gronden) haruslah dibedakan 
dengan dasar penghapusan penuntutan (verval van recht tot 
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strafvordering). Yang berkaitan dengan menyatakan bahwa sifat melawan 
hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus karena adanya 
ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau 
yang memaafkan pembuat. Dalam hal ini hak menuntut jaksa tetap ada, 
namun terdakwa tidak jatuhi pidana
20
. . . 
Salah satu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
yang dapat dijadikan dasar peniadaan pidana adalah pasal 44, yang menyatakan 
bahwa : 
Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan 
kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan terganggu karena 
penyakit, tidak dipidana.
21
 
Sehingga walaupun kesalahan yang didakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan, akan tetapi terhadap diri terdakwa berlaku dasar-dasar peniadaan 
pidana maka terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan pemidanaan 
dijatuhkan oleh hakim, jika ia berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya, dan terhadap diri terdakwa tidak berlaku dasar-dasar 
peniadaan pidana. 
 
b. Putusan Bebas (Vrijspraak/Acquittal) 
Mengenai apa yang dimaksud dengan putusan bebas secara tersirat dapat 
ditemukan dalam pasal 191 ayat 1 KUHAP,   yang juga merupakan dasar hukum 
penjatuhan putusan bebas. Yaitu sebagai berikut : 
Jika pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan 
terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya dak terbukti secara 
sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
22
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Atas rumusan pasal 191 ayat 1 KUHAP tersebut, Andi Hamzah ( 2011 : 
287 ) menyatakan : 
Kurang tepat dipakai kata “kesalahan” disitu karena jika kesalahan tidak 
terbukti maka putusannya mesti lepas dari segala tuntutan hukum. Jika 
perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi terdakwa tidak bersalah karena 
tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf. Jadi lebih tepat dipakai kata 
“perbuatan” disitu, sehingga berbunyi “. . .perbuatan yang didakwakan 
tidak terbukti dilakukan terdakwa
23
. . . 
Sedangkan menurut Leden Marpaung, dengan memperhatikan penjelasan 
resmi pasal tersebut, maka kekeliruan penafsiran dapat dicegah karena penjelasan 
tersebut berbunyi : 
Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut 
penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti 
menurut ketentuan hukum secara pidana.
24
 
Pengertian yang hampir sama diberikan Van Bemmelen yang dikutib oleh 
Andi Hamzah menyatakan bahwa : 
Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan 
mengenai kebenaran (d.k.l mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah 
melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang 
didakwakan tidak atau setidak-tidaknya bukan terdakwa ini yang 
melakukan.
25
 
 
Sedangkan menurut Lilik Mulyadi, yang dimaksud dengan putusan bebas 
yang ada dalam bahasa Belanda dikenal dengan Vrijspraak adalah : 
Apabila terdakwa dijatuhi putusan bebas Vrijspraak, terdakwa tidak 
dipidana atau tidak menajalani hukuman karena hasil pemeriksaan di 
persidangan didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwakan 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
26
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Lain halnya dengan Yahya Harahap untuk memahami apa yang dimaksud 
dengan putusan bebas, terlebih dahulu harus dijawab “dalam keadaan yang 
bagaimana seorang terdakwa diputus bebas”.27 
Bila uraian tersebut dikaji, maka akan dapat diperoleh gambaran mengenai 
dasar pemikiran, pertimbangan maupun pendapat hakim dalam menjatuhkan 
putusan bebas. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa pembahasan mengenai 
putusan bebas tidak terlepas dari substansi materi pembahasan tentang 
pembuktian unsur-unsur delik dan juga teorti ilmu hukum. 
Kerangka berfikir diatas dimaksudkan untuk mengetahui apakah 
pembuktiaan dalam pemeriksaan disidang pengadilan sudah sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian. 
Terkait dengan masalah pembuktian, dalam Hukum Acara Pidana dikenal 
dengan 4 teori pembuktian, yaitu : 
1) Teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif ( positif wetelijke 
bewijstheorie ). Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung 
pada alat-alat bukti sebagaimana disebut limitatif dalam undang-undang.
28
 
Hal ini berarti jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat 
bukti yang disebutkan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak 
diperlukan sama sekali. 
 Terhadap teori ini D. Simons yang dikutip Andi Hamzah menyatakan : 
Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif 
(positif wettelijk) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan 
subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-
peraturan  pembuktian yang keras.
29
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Teori ini juga ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro yang dikutip Andi 
Hamzah dengan alasan : 
“Bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara 
menyatakan kepada keyakinan tentang hal kebenaran itu”.30 
2) Teori Pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu (conviction intime 
theorie). Menurut teori ini didasari atas pemikiran bahwa pengakuan 
terdakwa pun tidak selalu membuktikan kebenaran, sehingga dengan 
keyakinan hakim berdasar pada keyakinan hati nuraninya sendiri 
ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang 
didakwakan.
31
 
Menurut Andi Hamzah teori memiliki kelemahan yaitu :  
Sistem ini memberi kebebasan hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi 
disamping itu dapat mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang 
sangat aneh.
32
 
Kedua teori pembuktian yang diuraikan dimuka mengandung kelemahan-
kelamahan yang prinsipil, teori yang satu membatasi kebebasan hakim dalam 
melakukan pembuktian. Sedangkan teori yang lain member kebebasan kepada 
hakim yang terlalu besar. Karena kelemahan-kelemahan tersebut maka sebagai 
jalan tengah muncul teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang 
logis (laconviction raisonnee). 
3) Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis 
(laconviction raisonnee). Menurut teori ini hakim dapat memutus seorang 
yang bersalah berdasar atas keyakinannya, keyakinan mana disertai 
dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada aturan-aturan 
pembuktian tertentu. 
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Dalam perkembangan selanjutnya teori pembuktian berdasar keyakinan 
hakim atas alasan yang logis terpecah menjadi dua yaitu : teori pembuktian 
berdasar  keyakinan hakim atas alasan yang logis (laconviction raisonne theory) 
dan teori pembuktian berdasar undang-undang secara  negatif (negatief wettelijk 
bewijstheori). 
Kedua teori ini mempunyai persamaan yakni berdasar keyakinan hakim 
dengan konsekuensi bahwa terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya 
keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Adapun perbedaan antara kedua teori ini 
terletak pada pangkal tolaknya. Teori pembuktian  berdasar keyakinan hakim atas 
alasan yang logis bertitik tolak pada keyakinan hakim dengan mengesampingkan 
undang-undang, sedangkan teori pembuktian berdasar undang-undang secara 
negatif berpangkal tolak pada ketentuan undang-undang, sehingga keyakinan 
hakim juga harus didasari pada ketentuan undang-undang. 
Jika teori-teori tersebut diatas dihubungkan dengan pasal 183 KUHAP 
yang merupakan salah satu dasar penjatuhan putusan bagi hakim, yang 
lengkapnya : 
 
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya.
33
 
 
Maka dapat simpulkan bahwa KUHAP menganut teori pembuktian 
berdasar undang-undang secara negatif. Hal ini berarti pula bahwa hakim dalam 
melakukan pembuktian pada pemeriksaan disidang pengadilan terikat pada 
peraturan-peraturan pembuktian yang ditentukan, disamping itu harus didukung 
dengan kemampuan dan integritas moral yang tinggi. 
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Sebagaimana penegasan dalam pasal 191 ayat 1 KUHAP bahwa untuk 
dapat dijatuhkan putusan bebas kepada terdakwa maka harus dibuktikan terlebih 
dahulu bahwa terdakwa tidak bersalah atau perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan penegasan tersebut diatas 
mengandung konsekuensi yuridis bahwa kesalahan dan perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti maka terdakwa diputus bebas. 
Sedangkan menurut Andi Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa yang 
seharusnya dinyatakan diputus bebas oleh hakim, ialah terdakwa yang : 
a) Sama sekali tidak terbukti mewujudkan delik sesuai rumusan undang-undang 
pidana; melakukan perbuatan yang bukan perbuatan pidana. 
b) Yang tidak terbukti mewujudkan salah satu unsur perbuatan yang melawan 
hukum dirumuskan oleh undang-undang.
34
 
Secara yuridis  dapat disebutkan bahwa putusan bebas apabila Majelis 
Hakim setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan 
bahwa: 
4) Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktiaan 
menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijke bewijs theorie) 
sebagaimana dianut oleh KUHAP. Jadi, pada prinsipnya Majelis Hakim 
dalam persidangan tidak  cukup dapat membuktikan tentang kesalahan 
terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut; dan majelis 
Hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang diterapkan 
oleh undang-undang telah terpenuhi, misalnya berupa adanya dua orang 
saksi atau adanya petunjuk, tetapi Majelis Hakim tidak yakin akan 
kesalahan terdakwa.
35
 
Dengan demikian dapat disimpulkan   penjatuhan putusan bebas oleh 
hukum didasari atas pertimbangan dan pendapat serta keyakinan hukum, bahwa 
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kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti secara sah 
dan meyakinkan. Ataukah terhadap perbuatan dan diri terdakwa berlaku dasar-
dasar peniadaan pidana.  
3. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag van alle 
Rechtsvervolging) 
Ketentuan mengenai dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum 
diatur dalam pasal 191 ayat 2 KUHAP, yaitu : 
 
Jika berpendapat bahwa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi 
perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus 
lepas dari segala tuntutan hukum. 
36
 
Atas ketentuan pasal 191 ayat 2 KUHAP tersebut Yahya Harahap 
menyatakan : 
 
Kiranya putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum didasarkan pada 
criteria : 
a. Apa yang didakwakan kepada terdakwa, memang terbukti secara sah dan 
meyakinkan. 
b. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan tidak merupakan tindak pidana 
Mengacu pada pendapat Yahya Harahap tersebut diatas, maka kesimpulan 
yang dapat diambil bahwa perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti 
tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Yang berarti perbuatan yang 
didakwakan dan telah tersebut masuk dalam ruang lingkup hukum perdata, hukum 
adat, ataukah terhadap perbuatan yang didakwakan tersebut berlaku dasar-dasar 
peniadaan pidana. 
Sebagai contoh yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 
38/Pid/1988/PT NTB pada tanggal 30 Juni 1988, yang menyatakan bahwa 
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak 
merupakan perbuatan pidana. Putusan yang demikian diambil dari Mahkamah 
Agung berdasarkan alasan, bahwa oleh karena tidak adanya “unsur melawan 
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hukum dalam perbuatan terdakwa”, maka meskipun terdakwa terbukti melakukan 
perbuatan tersebut, perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
37
 
 Pada bagian lain Yahya Harahap menyatakan untuk melihat lebih jelas 
apa yang dimaksud dengan putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum ada 
baiknya bentuk putusan ini kita perbandingkan dengan putusan pembebasan, 
perbandingan mana dapat kita tinjau dari beberapa segi antara lain : 
a. Dari segi pembuktian 
Pada putusan pembebasan, perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada 
terdakwa  tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, jadi tidak memenuhi asas 
pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas 
batas minimal pembuktian yang dengan putusan penglepasan dari segala 
tuntutan hukum apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara 
sah dan meyakinkan baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-
undang secara negatif, maupun dari segi batas minimal pembuktian yang 
diatur dalam pasal 183 KUHAP, akan tetapi perbuatan yang terbukti tadi 
“tidak merupakan tindak pidana”. Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan 
telah terbukti tadi, tidak diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum 
pidana tapi mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata, hukum dagang 
atau hukum adat. 
b. Dari segi penuntutan 
Pada putusan pembebasan, perbuatan yang dilakukan dan didakwakan kepada 
terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut dan 
diperiksa disidang pengadilan, Cuma dari segi penilaian pembuktian, 
pembuktian yang ada tidak cukup membuktikan keterbukaan kesalahan 
terdakwa. Oleh karena itu kesalahan terdakwa tidak terbukti, karena 
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kesalahannya tidak terbukti, terdakwa “diputus bebas” dan membebaskan 
dirinya dari ancaman pidana yang didakwakan kepadanya. Sedang pada 
putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum, pada hakekatnya apa yang 
didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Barangkali 
hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum 
melihat sebagai perbuatan tindak pidana.
38
 
Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, disimpulkan bahwa putusan lepas 
dari segala tuntutan hukum dijatuhkan pengadilan (hakim) bilamana pengadilan 
berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan telah 
terbukti bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena perbuatan yang didakwakan 
tersebut masuk dalam ruang lingkup hukum perdata, hukum adat maupun hukum 
dagang. Ataukah terhadap perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti 
tersebut berlaku dasar-dasar peniadaan pidana. 
Sebagaimana pandangan aliran dualistis yang dalam merumuskan unsur-
unsur delik memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur pembuat. Yang apabila 
kedua unsur tersebut telah terpenuhi, maka syarat penjatuhan pidana juga 
terpenuhi. Sedangkan apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka terdakwa 
harus diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, yang dalam hal ini 
putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan pengadilan bilamana salah 
satu unsur dari unsur pembuat tidak terpenuhi yakni tidak ada alasan pemaaf. 
C. Kerangka Konseptual 
Berikut bagan yang menyangkut tentang dasar pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan bebas. 
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Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
 Bebas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar). 
 
Pelaksanaan 
1.Berjalan. 
2.Berjalan. 
 
1. Undang-Undang Nomor  
8 Tahun 1981 Tentang 
Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 
2. Undang-undang Nomor 4 
Tahun 2004 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman. 
 
 
Terwujudnya sistem hukum acara pidana 
yang adil terjadi dilembaga Peradilan.  
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan jenis field research kualitatif, 
sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, dalam hal ini 
Pengadilan Negeri Makassar, pilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada 
pertimbangan bahwa institusi tersebut merupakan instansi yang berkompeten dan 
berwenang untuk memberikan putusan bebas sesuai dengan Dasar-dasar 
Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Makassar. 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis (Legal Research). 
Secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berkaitan 
dengan Dasar-dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas.  
C. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu 
Pengadilan Negeri Makassar. Sumber data primer ini adalah hasil dari 
wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai 
permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat 
langsung dari lokasi penelitian. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library 
Research) dan (field research) yaitu dengan menghimpun data-data dan 
peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat 
para ahli terkait dengan masalah yang dibahas. 
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D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam pembahasan  penulisan skripsi ini, diperlukan data yang cukup 
sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menentukan data yang diperlukan, maka 
digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :  
1. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak 
yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini adalah 
hakim yang berkompeten pada Pengadilan Negeri Makassar. 
2. Studi dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati 
dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini. 
E. Instrumen Penelitian 
  Dalam melengkapi data penelitian yang akan digunakan penyusunan 
skripsi ini, penyusun menggunakan alat rekam suara selama wawancara dengan 
hakim sebagai pihak yang terkait mengenai judul yang penyusun angkat dalam 
skripsi ini.  
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 
Dalam penulisan  ini, penulis menggunakan sistem analisis data secara 
kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif. 
Analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh melalui 
wawancara langsung dengan hakim pada Pengadilan Negeri Makassar untuk lebih 
mendapatkan gambaran nyata yang selanjutnya akan disajikan secara deskriptif 
mengenai implementasi upaya hukum kasasi pada putusan bebas dalam tindak 
pidana. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian 
Untuk melengkapi hasil penelitian penulisan skripsi hukum ini, maka 
dalam bab ini penulis menyajikan data yang diperoleh selama masa penelitian di 
Pengadilan Negeri Makassar. Berhubungan dengan judul skripsi yang diangkat 
adalah Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Bebas/vrijspraak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar). Data yang 
disajikan dalam bab ini membahas kepada permasalahan kemudian dianalisa, 
dengan maksud untuk menemukan kebenaran sesuai dengan hukum yang berlaku 
saat ini. 
1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Makassar 
a. Sejarah Pengadilan Negeri Makassar 
Pengadilan Negeri Makassar didirikan sejak zaman pra kemerdekaan, 
yakni pada tahun 1916. Pada awalnya selain berfungsi sebagai tempat 
penghukuman bagi rakyat pribumi, Pengadilan Negeri Makassar juga menjadi 
tempat untuk mencari keadilan bagi warga asing yang bertempat tinggal di 
Makassar dan Sekitarnya. Sejak masa kemerdekaan sampai sekarang gedung 
Pengadilan Negeri Makassar sudah sering mengalami pemugaran atau renovasi, 
tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Karena itulah Gedung Pengadilan 
Negeri Makassar yang masih kental dengan corak khas belanda tersebut termasuk 
diantara situs-situs  heritage (peninggalan bersejarah) yang dilindungi oleh 
Pemerintah Kota Makassar. 
Berikut ini adalah susunan Ketua Pengadilan Negeri Makassar 
berdasarkan periode kepemimpinan dari masa ke masa:  
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1951 – 1955 Thio Jong Gong 
1955 – 1960 Andi Waliono 
1960 – 1962 Indriharto, SH. 
1962 – 1965 Moh. Arsjad, SH. 
1965 – 1969 R. Harsadi Darsokusumo 
1969 – 1973 Abdul Samad, SH 
1980 – 1982 Andi Tahir Hamid, SH. 
1982 – 1984 Slamet Rijanto, SH 
1984 – 1985 J. Serang, SH. 
1985 – 1987 Ms. Lumme, SH. 
1987 – 1990 Rijanto, SH. 
1990 – 1993 Isno Suseno, SH. 
 
 
35 
 
 
1993 – 1995  Imam Soekarno, SH. 
1995 – 1996 H. Soeharto, SH. 
1996 – 1998 Sjamsubril Manan, SH 
1998 – 2000 Soewito, SH. 
2000 – 2002 Ismed Ilahode, SH. 
2002 – 2004 H. Haryono, SH. 
2004 – 2006 H. A. Haedar, SH. 
2006 – 2007 Sudirman Hadi, SH. 
2007 – 2008 Soeroso Ono, SH., MH. 
2008 – 2010 Asli Ginting, SH. 
2010 – 2012 H. Makkasau, SH., MH. 
2012 – sekarang H. Andi Isna Renishwari C, SH., MH. 
(Sumber Data Pengadilan Negeri Makassar) 
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b. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Makassar 
Visi: 
“Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” 
Misi: 
1) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, 
serta memenuhi rasa keadilan masyarakat; 
2) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur 
tangan pihak lain; 
3) Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat; 
4) Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan; 
5) Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, bermartabat dan dihormati; 
6) Melaksanakan kekuasaan  kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan 
transparan. 
c. Uraian Tugas Pengadilan Negeri Makassar 
1) Ketua Pengadilan Negeri Makassar 
a) Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan 
secara baik dan lancar. 
b) Memutuskan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai Ketua BAPERJAKAT. 
c) Memutuskan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai Koordinator Pengawas 
Bidang. 
d) Memutuskan Para Hakim sebagai Pengawas Bidang tertentu. 
2) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar 
Bidang Yudisil: 
a) Pembagian Perkara Perdata Permohonan dan Pidana Singkat/Tindak Pidana 
Ringan dan Tindak pidana Lalu lintas; 
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b) Mengeluarkan Penetapan Penyitaan, Penggeledahan dan Perpanjangan 
Penahanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan atau Penyidik; 
c) Mengeluarkan Izin / Penetapan Sita. 
Bidang Non Yudisial : 
a) Koordinator tugas-tugas Pengawasan Bidang, Penyelesaian tunggakan 
Minutasi Perkara, Pembenahan Arsip Perkara In-aktif dan Pembenahan 
Perpustakaan; 
b) Pengawasan Bidang Keuangan, baik keuangan Perkara maupun Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara ( DIPA ) Tahun Anggaran perjalan; 
c) Pengawasan Disiplin Pegawai dan Bimbingan terhadap Hakim, Pejabat 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam kaitannya dengan kemampuan tehnis 
yudisiil dan adnministrasi; 
d) Melaksanakan tugas sebagai Ketua BAPERJAKAT; 
e) Melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Pengawas Absen; 
f) Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan. 
3) Hakim-Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
a) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka 
pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasiannya; 
b) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang-bidang tertentu yang telah 
ditentukan dan melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan; 
c) Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi dan tehnis 
yustisial; 
d) Menetapkan hari sidang; 
e) Menetapkan sita jaminan; 
f) Mengadakan pemeriksaan setempat; 
g) Mengemukakan pendapat dalam musyawarah majelis; 
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h) Menyiapkan konsep putusan secara lengkap untuk diucapkan; 
i) Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan; 
j) Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala keputusan / permasalahan 
hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung; 
k) Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian dan 
Umum; 
l) Melaksanakan Tugas sebagai Hakim Pengawas Absen; 
m) Melaksanakan tugas sebagai anggota BAPERJAKAT; 
n) Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang Hukum; 
o) Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang Pidana; 
p) Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat 
(KIMWASMAT); 
q) Melaksanakan tugas sebagai HUMAS  pada Pengadilan Negeri Makassar; 
r) Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang Perdata. 
4) Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar 
a) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka 
pendek dan jangka panjang, melaksanakannya serta pengorganisasiannya; 
b) Memimpin Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri dan 
bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara dan 
administrasi umum; 
c) Menerbitkan SPM. Sebagai Kuasa pengguna anggaran didasarkan pada 
alokasi dana yang tersedia dalam DIPA; 
d) Melaksanakan pembayaran tagihan atas beban belanja negara melalui SMP.LS 
yang disanpaikan kepada KPPN. Dengan dilengkapi bukti-bukti asli; 
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e) Bertanggung jawab atas Pengurusan berkas perkara putusan, dokumen, buku 
daftar, buku jurnal, buku register, dan surat-surat / dokumen lainnya yang 
disimpan di kepaniteraan; 
f) Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi keuangan perkara 
perkara, keuangan rutin dan keuangan titipan pihak ketiga ( Consinatie ); 
g) Mengatur pembagian tugas bagi pejabat Kepaniteraan, Kesekretariatan, 
Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti; 
h) Membuat salinan Putusan /  Penetapan; 
i) Menandatangani salinan Putusan / Penetapan Pengadilan Negeri dan surat-
surat lain yang menjadi wewenang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; 
j) Membuat dan menandatangani Akta; 
k) Pernyataan Permohonan ( Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali ); 
l) Pemberitahuan pernyataan permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan 
Kembali dan Pemberitahuan untuk Inzage; 
m) Penerimaan memori, kontra memori : Banding, Kasasi dan Peninjauan 
Kembali; 
n) Penyampaian memori kontra memori : Banding, Kasasi dan Peninjauan 
Kembali; 
o) Pemberitahuan putusan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali; 
p) Mengirim berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan 
Kembali dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
q) Melaksanakan Sita Jaminan, Sita Eksekusi; 
r) Melaksanakan isi putusan yang dimohonkan eksekusi dan melaporkan pada 
Ketua Pengadilan Negeri Makassar; 
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s) Mendistribusikannya surat-surat yang telah didisposisi Ketua Pengadilan 
kepada Unit pelaksana; 
t) Menyampaikan saran dan pendapat kepada Pimpinan; 
u) Melaksanakan tugas sebagai Anggota BAPERJAKAT; 
v) Melaksanakan tugas sebagai Anggota Tim Pengawas Absen; 
w) Menunjuk Panitera Pengganti untuk melaksanakan persidangan secara 
bergantian; 
x) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua. 
5) Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar 
a) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka 
pendek dan jangka panjang, melaksanakannya serta pengorganisasiannya; 
b) Melaksanakan delegasi wewenang Panitera; 
c) Membantu Panitera dalam penyelenggaraan administrasi perkara; 
d) Melaksanakan tugas Panitera jika Panitera berhalangan; 
e) Melaksanakan Sita Jaminan (CB) eksekusi putusan perkara yang 
diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu yang 
ditentukan apabila Panitera berhalangan; 
f) Membuat dan menandatangani Akta apabila Panitera berhalangan; 
g) Pernyataan Permohonan ( Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali ) 
h) Pemberitahuan pernyataan permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan 
Kembali dan Pemberitahuan untuk Inzage; 
i) Penerimaan memori, kontra memori : Banding, Kasasi dan Peninjauan 
Kembali; 
j) Penyampaian memori. Kontra memori : Banding, Kasasi dan Peninjauan 
Kembali; 
k) Pemberitahuan putusan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali; 
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l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua. 
6)  Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar 
a) Mencatat setiap data perkembangan perkara yang disidangkan pada agenda 
(Court Calendar Panitera Pengganti); 
b) Membantu Hakim dalam persidangan dengan mengikuti dan mencatat 
jalannya sidang Pengadilan; 
c) Membantu penetapan hari sidang; 
d) Membantu Berita Acara Persidangan yang harus selesai sebelum hari sidang 
berikutnya; 
e) Mengetik putusan / Penetapan; 
f) Melaporkan perkembangan perkara kepada meja II (petugas register) setiap 
kali selesai sidang, untuk dicatat dalam register perkara hal-hal sebagai 
berikut; 
g) Perubahan hari siding dan alasannya; 
h) Perkara yang sudah diputus berikut amarnya; 
i) Menandatangani Berita Acara persidangan  bersama-sama dengan hakim 
Ketua Majelis, serta asli Putusan / Penetapan; 
j) Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum bila telah selesai 
diminutasi; 
k) Melaksanakan tugas lain dibidang perkara yang diberikan Panitera dan 
Panitera Muda. 
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas 
Menurut Sudikno Mertokusumo dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) aspek 
yang harus selalu diperhatikan yaitu; kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, 
demikian juga majelis hakim dalam memutus suatu perkara pidana dalam pengadilan 
maka harus mendasarkan putusanya kepada 3 (tiga) aspek pula yaitu; aspek yuridis 
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(kepastian hukum), aspek filosofis (keadilan) dan aspek sosiologis (kemanfaatan).
1
 
Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap salah seorang hakim 
yang memutus perkara (Nur Ansyari alias Ari Katombo), mengatakan bahwa semua 
putusan hakim dalam pengadilan termasuk dalam kasus (Pelemparan Geraja Toraja 
Tiatira dengan menggunakan Bom Molotov) yang diputus bebas tetap harus 
memperhatikan ketigas aspek yang telah disebutkan di atas, mengingat bahwa hal 
tersebut telah menjadi ketentuan Mahkamah Agung (MA) terhadap keempat lembaga 
peradilan yang dibawahinya yang bertujuan untuk memberikan putusan yang 
bertanggungjawab serta berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan 
moral (moral justice), dan keadilan masyarakat (social justice).
2
 
Dari penjelasan tersebut diatas maka penulis akan menguraikan lebih lanjut 
tentang aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai dasar pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan bebas. Yaitu sebagai berikut : 
1. AspekYuridis 
Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama dalam proses penjatuhan 
putusan oleh hakim. Karna aspek ini menunjukkan secara jelas tentang ketentuan 
perundang-undangan yang digunakan oleh seorang hakim dalam menjatuhkan 
putusan. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang 
dengan mencari pasal-pasal atau ayat-ayat yang berkaitan dengan perkara yang sedang 
dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil dan bermanfaat 
atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. 
Aspek yuridis ini dalam teori hukum disebut sebagai aliran normative/yuridis 
dogmatis yang pemikirannya bersumber pada positivistis yang beranggapan bahwa 
                                                          
1
Andi Hamzah, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 
75. 
2
Suprayogi, (48 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri  Klas IA Makassar, Wawancara, 21 
Februari 2014. 
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hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, tidak lain hanyalah kumpulan 
aturan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan atau hukum yang tertulis 
saja, dan tujuan pelaksanaan hukum dalam hal ini hanya sekedar menjamin 
terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum menginginkan hukum harus 
dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak 
boleh ada penyimpangan (fiat justitia et pereat mundus/hukum harus ditegakkan 
meskipun langit akan runtuh).
3
 
Dalam kaitannya dengan kasus penjatuhan putusan bebas yang dilakukan oleh 
majelis hakim di Pengadilan Negeri Makassar terhadap kasus (Nur Ansyari alias Ari 
Katombo), menurut bapak Suprayogi SH. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan 
beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu 
sebagai berikut : 
a. Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, 
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.
4
 
Dari ayat tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa seorang terdakwa dapat 
dijatuhkan putusan  bebas di dalam suatu persidangan jika dakwaan yang dibacakan 
oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum, dengan 
kata lain tidak dipenuhinya asas minimum pembuktian yaitu dengan sekurang-
kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan seorang hakim. 
b. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
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Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 
bersalah melakukannya. 
Maksud dari pasal tersebut adalah menjelaskan bahwa untuk dapat 
menjatuhkan pemidanaan kepada seseorang haruslah terdapat minimal dua alat 
bukti dari lima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur 
secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal tersebut diatas, 
juga mengisyaratkan bahwa KUHAP juga menganut prinsip Batas Minimum 
Pembuktian yang mengatur batas tentang keharusan yang dipenuhi dalam 
membuktikan kesalahan terdakwa. 
c. Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara PIdana (KUHAP) 
(1) Alat bukti yang sah adalah : 
(a) Keterangan Saksi; 
(b) Keterangan Ahli; 
(c) Surat; 
(d) Petunjuk; 
(e) Ketarangan Terdakwa. 
Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP), saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana 
yang : ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan, 
Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang mengalami, 
melihat dan mendengar suatu peristwa tindak pidana dengan menyebut alasan dari 
pengetahuannya itu. 
Alat bukti keterangan ahli ditempatkan dalam urutan kedua sebagaimana 
yang disistematisasikan dalam Pasal 184 KUHAP diatas. Ini menunjukan bahwa 
alat bukti tersebut berpengaruh penting dalam pembuktian yang dimana penyidik, 
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penuntut, maupun hakim belum jelas atau terang memandang suatu tindakan 
pidana. Pengaturan keterangan ahli dalam HIR tidak ditegaskan dalam satu pasal 
pun, oleh karena keterangan ahli digabung dengan keterangan saksi. Padahal alat 
bukti tersebut dua sisi yang berbeda. Keterangan ahli adalah keterangan yang 
diberikan oleh seorang ahli yang mempunyai pengetahuan khusus 
(keahlian/ expertise) yang dapat mendukung benar/ tidaknya telah teradi peristiwa 
tindak pidana. 
Menurut Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, berpendapat bahwa alat bukti 
surat atau tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang 
dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran 
seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Menurut Asser-Anema yang 
dikutip oleh Andi Hamzah, surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung 
tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan pikiran. 
Selanjutnya menurut Pitlo, yang termasuk surat adalah segala sesuatu yang 
mengandung buah pikiran atau isi hati seseorang. Dengan demikian potret atau 
gambar tidak dapat dikatakan sebagai surat karena tidak memuat tanda-tanda 
bacaan atau buah pikiran. Berkaitan dengan alat bukti berupa surat diatur dalam 
Pasal 187 KUHAP, yang berbunyi: Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 
ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dalam 
hal ini diatur dalam Pasal 187 KUHAP adalah: 
1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat 
umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya. Yang memuat 
keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang 
dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 
keterangan itu; 
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2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau 
surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata 
laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi 
pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; 
3) Surat dari seseorang keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan 
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta 
secara resmi dari padanya; 
4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari 
alat pembuktian lain. 
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena 
penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak 
pidana itu sendiri, menandakan bahwa terjadi suatu tindak pidana dan siapa 
pelakunya, hal ini seperti apa yang tercantum dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP. 
Berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut maka akan menjadi bahan pertimbangan 
bagi hakim untuk memutuskan perkara. Sedang menurut pendapat ahli pidana 
Wirjono Projodikoro, alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang paling lemah. 
Penilaian atas penilaian pembuktian dari suatu ptunjuk dalam setiap keadaan 
tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan 
pemeriksaan dengan penuh kecermatan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. 
Mengenai keterangan terdakwa ini dalam KUHAP diatur dalam Pasal 189 
yang berbunyi sebagai berikut: 
1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang 
tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami 
sendiri; 
2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk 
membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung 
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oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan 
kepadanya; 
3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri; 
4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup dengan untuk membuktikan bahwa 
ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan 
harus disertai dengan alat bukti yang lain. 
Selain kelima alat bukti tersebut, tidak dibenarkan untuk dipergunakan 
dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Alat bukti yang dibenarkan dan 
mempunyai kekuatan pembuktian hanyalah kelima alat bukti tersebut. Pembuktian 
dengan alat bukti diluar kelima alat bukti diatas, tidak mempunyai nilai serta tidak 
mempunyai kekuatan yang mengikat. Dalam hal ini, baik Hakim, Penuntut 
Umum, terdakwa maupun Penasehat Hukum, semuanya terikat pada ketentuan 
tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. 
2. Aspek Filosofis 
Aspek filosofis sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan  merupakan aspek yang mendasarkan kepada kebenaran dan keadilan. 
Kebenaran dalam suatu putusan hakim diperoleh dari ketajaman bukti dan fakta 
yang dihadirkan dalam suatu persidangan. Sedangkan keadilan adalah putusan 
seorang hakim yang mampu didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup dalam 
masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 5 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa 
seorang hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 
Menurut beberapa ahli hukum salah satunya adalah Gustav Radbruch 
mengatakan bahwa tujuan utama penegakan hukum itu tidak lain hanya untuk 
mencapai suatu keadilan, menurutnya suksesnya penegakan hukum itu hanya bisa 
diukur dari sejauh mana rasa keadilan yang dapat dihasilkan dari putusan-putusan 
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hakim dalam pengadilan, bahkan menurutnya aspek yuridis pun dapat 
dikesampingkan demi terwujudnya keadilan. Paham ini dalam dunia penegakan 
hukum sering diistilahkan sebagai asas prioritas dimana penegakan hukum harus 
selalu memprioritaskan keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian 
hukum.
5
 
Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan hakim Suprayogi 
SH, beliau mengatakan bahwa aspek filosofis dalam suatu putusan seorang hakim 
dapat dimaknai sebagai putusan yang progress yakni tidak terlalu terikat oleh 
suatu aturan tertulis atau sistem yang terlalu formalistic legalistic melainkan 
aspek ini terorientasi kepada kreatifitas seorang hakim yang mampu 
menggunakan hati nuraninya dalam menjatuhkan putusan. Aspek ini menurutnya 
sangat dipengaruhi oleh keyakinan seorang hakim sehingga hakim dalam 
menggunakan keyakinan tersebut sangat diperlukan pengalaman dan pengetahuan 
serta kebijaksanaan. Meski hal itu dipahami sebagai penerapan putusan yang 
tidak mengikuti asas legalitas akan tetapi menurutnya putusan hakim yang 
mendasarkan kepada aspek filosofis tersebut dijamin legalitasnya oleh ketentuan 
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, seperti yang telah 
disebutkan diatas.
6
 
Dari penuturannya lanjut beliau menjelaskan bahwa pertimbangan aspek 
filosofis tersebut sebenarnya sudah teraplikasi dalam penjatuhan putusan bebas 
dalam kasus (Nur Ansyari alias Ari Katombo), dimana ditinjau dari teori 
pembuktian (kebenaran) bahwa terdakwa ternyata tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan (Pelemparan Gereja dengan menggunakan Bom Molotov 
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yang Mengakibatkan kebakaran), menggunakan teori keadilan (moral justice) 
harus menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa demi terciptanya rasa keadilan 
baik ditinjau dari aspek yuridis maupun aspek filosofis.
7
 
3. Aspek Sosiologis 
 Aspek sosiologis ini sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan tercermin kepada salah satu aliran mazhab/tujuan hukum, 
yakni aliran utilistis dimana aliran ini menfokuskan penegakan hukum yang 
memberikan nilai manfaat. Aliran ini memasukkan ajaran moral praktis yang 
menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau 
kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu penganutnya yaitu Jeremy 
Bentham mengatakan bahwa negara dan hukum hanya semata-mata untuk 
manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat.
8
 
Keadilan moral (moral justice) dan keadilan social (social justice) hanya 
dapat diperoleh dari putusan majelis hakim yang mendasarkannya pada aspek 
sosiologis dan aspek filosofis, sedangkan aspek yuridis hanya berorientasi pada 
keadilan hukum (legal justice) saja yaitu keadilan yang hanya berusaha 
mengakkan kehendak undang-undang semata. 
Menurut hakim Suprayogi SH, aspek sosiologis ini merupakan salah satu 
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang mendasarkan kepada 
nilai-nilai sosial. Menurutnya salah satu bentuk pertimbangan aspek sosiologis 
dalam putusan tersebut yaitu menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum 
semua orang harus dipandang sama tanpa memandang derajat/strata sosial 
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seseorang (equality before the law). Selain itu aspek sosiologis ini juga dipahami 
bahwa seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan 
bahwa apakah putusan yang ia jatuhkan itu dapat atau tidak memberikan manfaat 
sosial kepada kedua belah pihak baik kepada terdakwa maupun kepada korban 
atau keluarga korban.
9
  
Akan tetapi menurut Ahmad Rifai dalam bukunya Penemuan Hukum oleh 
Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, mengatakan bahwa dalam praktik 
peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga aspek 
tersebut di dalam suatu putusan. Dalam menghadapi sebuah kasus hakim harus 
memilih salah satu dari ketiga aspek tersebut untuk memutuskan suatu perkara 
dan tidak mungkin ketigas aspek tersebut dapat tercakup sekaligus dalam suatu 
putusan. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan 
memutuskan suatu perkara berada diantara 2 (dua) titik pembatas dalam garis 
tersebut, yaitu apakah berdiri pada titik keadilan (aspek filosofis) atau titik 
kepastian hukum (aspek yuridis), sedangkan titik kemanfaatan (aspek sosiologis) 
sendiri berada di antara keduanya.
10
 
Pada saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah kepada 
asas kepastian hukum, maka secara otomatis hakim akan menjauh dari titik 
keadilan. Sebaliknya, jika hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah 
kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian 
hukum. 
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C. Prosedur Pelaksanaan Penjatuhan Putusan Bebas Oleh Pengadilan Negeri 
Proses dari suatu peradilan pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari 
Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem) itu sendiri yang memiliki tugas 
dan wewenang masing-masing, adapun sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana 
tersebut adalah sebagai berikut:
11
 
1. Kepolisian, dengan tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari 
masyarakat manakala terjadinya tindak pidana, melakukan penyelidikan 
dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-
kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan 
hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para 
pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. 
2. Kejaksaan, dengan tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan ke 
pengadilan, mempersiapkan berkas penuntututan dan melaksanakan 
putusan pengadilan. 
3. Pengadilan, yang berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, 
melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan 
pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara cepat dan tepat, 
memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum, dan 
mempersiapkan tempat untuk persidangan sehingga masyarakat dapat 
berpartisipasi dan melakukan penilain terhadap proses peradilan di tingkat 
ini. 
4. Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk menjalankan putusan 
pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-
hak narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, 
mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. 
                                                          
11
Yesmil Anwar dan Adang, Peradilan Pidana Konsep Komponen dan Pelaksanaannya 
Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), h. 64 
52 
 
 
5. Advokat, berfungsi untuk melakukan pembelaan bagi klien dan menjaga 
hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana dalam setiap 
tingkatannya yang dimulai dari tingakat kepolisian hingga ke pengadilan 
bahkan sampai ke Mahkamah Agung. 
Berdasarkan hal tersebut diatas maka jelas bahwa tahap awal dari suatu 
proses peradilan pidana dimulai dari tingkat kepolisian dengan melakukan 
penyelidikan setelah mendapat laporan atau pengaduan dari masyarakat. Menurut 
Pasal 1 butir 5 KUHAP di sebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian 
tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga 
sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Setelah melalui tahap 
penyelidikan dilanjutkan dengan tahap penyidikan yaitu serangkaian tindakan 
penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP). 
Tindakan penyelidikan dan maupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian tersebut didasarkan pada bahwa telah terjadinya tindak pidana yang 
dapat diketahui oleh pihak kepolisian berdasarkan beberapa kemungkinan yaitu:
12
 
1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP) 
Menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP, pengertian tertangkap tangan meliputi 
hal-hal sebagai berikut: 
a. Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana. 
b. Tertangkap segera sesudah beberapa saat perbuatan itu dilakukan. 
c. Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang 
yang melakukan tindak pidana. 
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d. Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras 
telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan 
bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau  membantu melakukan 
tindak pidana itu. 
2. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP). 
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP). 
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik 
mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, 
mendengar dari radio atau orang bercerita dan lain sebagainya. 
Selanjutnya dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkap 
suatu tindak pidana maka penyidik dari kepolisian juga dapat melakukan 
penangkapan dan penahanan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam 
KUHAP, yaitu:
13
 
a. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 20 KUHAP, penangkapan itu sebenarnya 
sudah merupakan tindakan penyidikan dan hanya dapat dilakukan atau dapat 
diperintahkan untuk dilakukan apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan 
penyidikan, penuntutan atau peradilan. 
b. Penahanan terhadap seorang tersangka hanya perlu dilakukan apabila terdapat 
suatu dugaan yang kuat bahwa tersangka akan melarikan diri, akan merusak 
atau akan menghilangkan barang-barang bukti atau akan mengulangi tindak 
pidananya, yang semuanya itu haruslah didasarkan pada bukti-bukti yang 
cukup bahwa tersangka telah melakukan suatu tindak pidana tertentu. 
c. Penahanan itu hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang disangka telah 
melakukan suatu tindak pidana atau mencoba melakukan suatu tindak pidana 
ataupun membantu orang lain melakukan tindak pidana yang oleh undang-
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undang diancam dengan pidana penjara selama lima tahun atau lebih ataupun 
tindak pidana tertentu seperti yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4) hurup b 
KUHAP. 
d. Atas penahanan seseorang sebagaimana tersebut di atas, penyidik harus 
memberikan suatu surat perintah penahanan yang memenuhi syarat-syarat 
dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP kepada orang yang ditahan dan memberikan 
tembusan dari surat perintah penahanan tersebut kepada keluarganya. 
e. Dalam melakukan penahanan itu, penyidik hanya dapat menahan seseorang 
paling lama dua puluh hari, dan untuk kepentingan pemeriksaan penahanan 
tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk jangka waktu paling 
lama empat puluh hari, dengan catatan penyidik dapat mengeluarkan orang 
tersebut dari tahanan apabila kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi, tanpa 
menunggu habisnya batas waktu penahanan yang dapat dilakukan oleh 
penyidik ataupun habisnya jangka waktu perpanjangan penahanan yang dapat 
dilakukan oleh penuntut umum. 
f. Setelah waktu enam puluh hari seseorang berada dalam tahanan, demi hukum 
penyidik harus mengeluarkan orang tersebut dari tahanan. 
g.  Apabila penahanan atau perpanjang penahanan itu didasarkan pada alasan 
yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena beberapa hal seperti yang 
dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf a dan b KUHAP dianggap perlu untuk 
diperpanjang kembali maka pada tingkat penyidikan atau pada tingkat 
penuntutan, perpanjangan tersebut hanya dapat diberikan oleh Ketua 
Pengadilan Negeri, yakni sebanyak dua kali masing-masing untuk jangka 
waktu paling lama tiga puluh hari. 
h. Terhadap perpanjangan penahanan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan 
Negeri tersebut, orang yang ditahan berhak untuk mengajukan keberatan yakni 
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pada tingkat penyidikan atau pada tingkat penuntutan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri. 
i. Setelah jangka waktu enam puluh hari seseorang itu tetap ditahan berdasarkan 
perpanjangan penahanan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri demi 
hukum orang itu harus dikeluarkan dari tahanan walaupun perkaranya belum 
selesai diperiksa atau diputus oleh pengadilan. Penyidik harus benar-benar 
menaati ketentuan diatas karena kelalaian menaati ketentuan tersebut pada 
hakikatnya merupakan suatu perbuatan melakukan penahanan secara tidak 
sah, yang menyebabkan orang yang ditahan dapat menuntut ganti kerugian 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP dan 
apabila terbukti tidak menutup kemungkinan penyidik dapat dituntut karena 
telah melanggar Pasal 333 KUHP. 
j. Atas permintaan orang yang ditahan, penyidik berwenang untuk mengadakan 
penangguhan penahanan baik dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan 
orang dan sewaktu-waktu berwenang untuk mencabut penangguhan 
penahanan tersebut, dalam hal tersangka telah melanggar syarat-syarat yang 
telah ditentukan oleh penyidik. Setelah proses penyelidikan dan penyidikan 
selesai maka selanjutnya memasuki tahap penuntutan. Tahapan ini merupakan 
rangkaian dalam penyelesaian perkara pidana sebelum hakim kemudian 
memeriksanya di sidang pengadilan. 
Menurut Martiman Prodjohamidjojo, sebelum jaksa melimpahkan perkara 
pidana ke Pengadilan dan melakukan penuntutan, ia wajib mengambil langkah-
langkah sebagai berikut:
14
 
1. Menerima dan memeriksa berkas perkara 
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Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2007) h. 69 
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2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan 
segera mengembalikan berkas kepada penyidik dengan memberikan 
petunjuk-petunjuk untuk kesempurnaan. 
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau 
penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya 
dilimpahkan oleh penyidik. 
4. Membuat surat dakwaan. 
5. Melimpahkan perkara ke Pengadilan. 
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan 
persidangan dengan disertai panggilan, baik kepada terdakwa maupun 
saksi-saksi. 
7. Melakukan penuntutan. 
8.  Menutup perkara demi kepentingan hukum.  
9. Melakukan tindakan lain dalam ruang lingkup dan tanggung jawab sebagai 
penuntut umum. 
10. Melaksanakan penetapan hakim. 
Setelah penuntut umum beranggapan bahwa penyidikan telah lengkap 
maka penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah 
memenuhi syarat untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke Pengadilan. Jika jaksa 
penuntut umum baranggapan bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan 
maka dibuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP). Akan tetapi apabila 
penuntut umum berpendapat sesuai dengan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, 
bahwa: 
a. Tidak terdapat cukup bukti, atau 
b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana (kejahatan atau 
pelanggaran), atau 
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c. Perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan 
dan menerangkan hal tersebut dalam suatu penetapan. Untuk perkara yang 
dianggap cukup bukti dilimpahkan ke Pengadilan maka jaksa menentukan 
perkara itu akan diajukan dalam perkara singkat atau acara biasa. 
1. Pemeriksaan Perkara di Sidang Pengadilan 
KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan perkara di sidang 
pengadilan, yaitu pemeriksaan perkara biasa, pemeriksaan singkat dan 
pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana 
ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pada Pasal 203 ayat (1) KUHAP 
dinyatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah 
perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan 
yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan 
sifatnya sederhana. Selanjutnya untuk pemeriksaan cepat terhadap tindak pidana 
ringan ditentukan di dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa 
yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara 
yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan 
atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan 
ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini. Paragraf 2 yang 
dimaksud adalah mengenai acara pemeriksaan perkara lalu lintas jalan yang 
dijelaskan dalam Pasal 211 KUHAP yang menyebutkan bahwa yang diperiksa 
menurut acara pada paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap 
peraturan perundang-undangan lalu lintas. 
Pemeriksaan perkara yang selanjutnya ialah diperiksa dengan pemeriksaan 
biasa, undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara mana 
yang termasuk pemeriksaan biasa. Ditinjau dari segi peraturan perundang-
undangan maka terhadap pemeriksaan biasa ini paling luas pengaturannya. Hal ini 
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didasarkan pada kenyataan bahwa dalam acara pemeriksaan biasa inilah dilakukan 
pemeriksaan perkara-perkara tindak pidana kejahatan seperti tindak pidana 
pembakaran sebagaimana yang tercatat dalam register perkara di Pengadilan 
Negeri Makassar, Nomor: 1132/Pid.B/2013/PN. Mks atas nama terdakwa Nur 
Ansyari alias Ari Katombo. Adapun Proses pemeriksaan atas nama terdakwa Nur 
Ansyari alias Ari Katombo dalam perkara Nomor: 1132/Pid.B/2013/PN.Mks 
adalah dengan acara pemeriksaan biasa di sidang Pengadilan yang dilaksanakan 
dengan melalui beberapa tahap, yaitu:
15
 
a. Tahap Panggilan. 
Apabila Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara beserta 
surat dakwaan dan berkas perkara berikut barang bukti dari penuntut umum 
(menggunakan formulir surat pelimpahan model P.31), kemudian berpendapat 
bahwa perkara itu  termasuk wewenangnya maka Ketua Pengadilan Negeri 
menunjuk hakim (majelis hakim atau hakim tunggal) yang akan menyidangkan 
perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk tersebut menetapkan hari sidang dan 
memerintahkan penuntut umum supaya memanggil tersangka dan saksi untuk 
datang di sidang pengadilan.
16
 Penuntut umum diharuskan untuk menghadirkan 
terdakwa pada setiap proses persidangan dengan jalan memanggilnya. Penuntut 
umum diberi wewenang untuk memanggil terdakwa supaya hadir pada hari, 
tanggal dan tempat persidangan yang telah ditentukan. Ini berarti dengan 
ketidakhadiran terdakwa dianggap tidak sah. Kalau terdakwa tidak dapat 
dihadirkan  maka persidangan diundurkan pada hari lain untuk memberi 
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Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2007) h. 122 
16
HMA. Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, (Malang: UMM Press, 
2008), h. 323. 
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kesempatan penuntut umum melakukan pemanggilan untuk menghadirkan 
terdakwa.
17
 
Menurut ketentuan Pasal 145 KUHAP, surat panggilan hanya dapat 
dipandang sebagai suatu sarana pemberitahuan yang sah apabila: 
1.  Surat panggilan disampaikan kepada terdakwa di alamat tempat 
tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di 
tempat kediaman te rakhir. 
2. Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman 
terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah 
hukum di tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir. 
3.  Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan, surat panggilan disampaikan 
padanya melalui pejabat Rumah Tahanan Negara. 
4. Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri atau melalui orang lain, 
dilakukan dengan tanda penerimaan. 
5. Apabila tempat tinggal ataupun tempat kediaman terakhir tidak diketahui, 
surat panggilan di tempatkan pada tempat pengumuman di gedung 
pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya. Pemanggilan terhadap 
terdakwa Nur Ansyari als Ari Katombo dalam perkara No.1132/Pid. 
B/2013/PN. Mks dilakukan oleh jaksa penuntut umum melalui pejabat 
Rumah Tahanan Negara (Rutan) disebabkan terdakwa sedang berada di 
dalam tahanan rutan. 
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Syafruddin Kalo, Makalah Hukum Acara Pidana Teori Dan Praktek”, Makalah (Medan: 
Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, 2007) 
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b. Tahap Pembukaan dan Pemeriksaan Identitas Terdakwa. 
Pembukaan sidang pengadilan oleh hakim ketua sidang dinyatakan terbuka  
untuk umum karena pada dasarnya semua persidangan pengadilan terbuka untuk 
umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak  
(Pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan apabila terjadi pelanggaran terhadap pasal ini 
maka putusan pengadilan yang dijatuhkan batal demi hukum (Pasal 153 ayat (4) 
KUHAP). Setelah hakim membuka serta menyatakan terbuka untuk umum, ketua 
majelis hakim memeriksa identitas terdakwa yaitu: 
1) Nama lengkap 
2) Tempat lahir 
3) Umur atau tanggal lahir 
4)  Jenis kelamin 
5) Kebangsaan 
6) Tempat tinggal 
7) Agama, dan 
8) Pekerjaan. 
c. Pembacaan Surat Dakwaan. 
Pada kesempatan ini diberikan pada penuntut umum untuk membacakan 
surat dakwaan. Untuk perkara No. 1132/ Pid. B/2013/PN. Mks dan dalam 
dakwaannya, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dalam dakwaan pertama 
telah melanggar Pasal 187 (1) KUHP, yaitu dengan hukuman pidana penjara 
selama 5 ( lima ) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Sedangkan untuk dakwaan 
kedua, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Nur Ansyari alias Ari Katombo 
telah melanggar Pasal 187 bis (1) KUHP yaitu dengan hukuman pidana penjara 
paling lama delapan tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, dihukum 
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karena Barang siapa membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai 
persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke Indonesia 
bahan-bahan, benda-benda atau perkakas-perkakas yang diketahui atau 
selayaknya harus diduga bahwa diperuntukkan, atau kalau ada kesempatan akan 
diperuntukkan, untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang 
atau menimbulkan bahaya umum bagi barang. Untuk dakwaan yang ketiga, jaksa 
penuntut umum mendakwa terdakwa Nur Ansyari alias Ari Katombo telah 
melanggar Pasal 187 ter, Permufakatan jahat, untuk melakukan salah satu 
kejahatan tersebut dalam pasal 187 dan 187 bis, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun. Dengan pembacaan surat dakwaan maka perkara yang 
bersangkutan telah dimulai pemeriksannya atau dengan demikian maka surat 
dakwaan adalah merupakan dasar pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 
d. Eksepsi. 
Eksepsi adalah keberatan yang diajukan terdakwa dan atau penasehat 
hukumnya terhadap syarat hukum formil dan belum memasuki pemeriksaan 
hukum materil. Ada tiga hal yang menjadi objek eksepsi sebagaimana yang 
dimuat dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yaitu:
18
 
1) Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, meliputi: 
2) Keberatan tidak berwenang mengadili secara relative (competentie 
relative). 
3) Keberatan tidak berwenang secara absolute (competentie absolute). 
4) Dakwaan tidak dapat diterima antara lain: 
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Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, 2007) 
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(a) Apa yang didakwakan terhadap terdakwa bukan tindak pidana kejahatan 
atau pelanggaran. 
(b) Apa yang didakwakan terhadap terdakwa telah pernah diputus dan telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem) 
(c)  Apa yang didakwakan terhadap terdakwa telah lewat waktu atau kadaluarsa. 
(d) Apa yang didakwakan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana 
yang dilakukannya. 
(e) Apa yang didakwakan terhadap terdakwa bukan merupakan tindak pidana 
melainkan perselisihan perdata. 
(f) Apa yang didakwakan terhadap terdakwa adalah tidak pidana aduan sedang 
orang yang berhak mangadu tidak pernah menggunakan haknya. 
(g) Surat dakwaan harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat formil seperti 
yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) huruf b. 
Terdakwa Nur Ansyari alias Ari katombo melalui kuasa hukumnya juga 
mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dengan menyatakan 
bahwa jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat dan jelas mengenai 
tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b. 
e. Tahap Pembuktian. 
Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang 
pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil 
pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup 
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa maka terdakwa 
dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan 
dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP yaitu bardasarkan 
ketengan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa 
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maka terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadap dirinya dapat dijatuhkan 
hukuman. Untuk pemeriksaan terhadap barang-barang bukti dilakukan bersamaan 
dengan pemeriksaan para saksi. Barang-barang bukti yang diajukan diperlihatkan 
dan dimintakan keterangan dari saksi atau dari terdakwa tentang kebenarannya. 
Pemeriksaan alat bukti dalam tahap pembuktian dalam perkara No. 1132/ 
Pid. B/2013/PN.Mks dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap 
saksi-saksi setelah itu baru mendengarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi 
yang didengar kesaksiannya tersebut adalah ; 
1) Moses Pamian yang pada intinya menerangkan bahwa pernah memberikan 
keterangan di Penyidik, bahwa saksi melihat terdapat bekas terbakar serta 
diteras gereja ditemukan pula pecahan botol dan sumbu bekas terbakar, 
namun saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan ada bekas terbakar didinding gereja Toraja Tiatira. 
2) Suriawati alias Suri yang pada intinya menerangkan bahwa benar 
didinding Gereja Toraja Tiatira terdapat bekas terbakar dan ditemukan 
pula pecahan botol dan sumbu namun saksi tidak tahu siapa yang 
melakukan perbuatan yang mengakibatkan didinding gereja tersebut 
terdapat bekas terbakar. 
3) Muh. Yusuf alias Ucu yang pada intinya menerangkan bahwa benar 
terdakwa pernah bergabung dalam kelompok sepeda motor Mappakoe, 
akan tetapi terdakwa sudah lama tidak bergabung dengan kelompok 
sepeda motor Mappakoe, dan ketika terdakwa masih ikut kelompok 
mappakoe tidak ada kegiatan membuat bom Molotov. 
4) Ahmad Risal, SE yang merupakan saksi verbal yaitu saksi dari pihak 
kepolisian yang telah memeriksa para saksi dan terdakwa pada tingkat 
penyidikan di kepolisian. Ia menerangkan bahwa tanda tangan yang tertera 
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di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar tanda tangan terdakwa 
dan pada saat membubuhkan tanda tangan itu terdakwa tidak pernah 
dipaksa. 
Pemeriksaan dilanjutkan kepada terdakwa. Adapun keterangan dari 
terdakwa Nur Ansyari alias Ari Katombo adalah bahwa ia tidak pernah melakukan 
pengerusakan dengan menggunakan bom molotov di Gereja Toraja Tiatira Jln. 
Muhajirin Raya Lr.2 No.2 Kota Makassar dan benar terdakwa ada 
menandatangani berita acara pemeriksaan di kepolisian tapi itu ia lakukan karena 
ia takut dan bingung sehingga membuat karangan seperti dalam BA Penyidikan. 
Setelah proses pembuktian selesai selanjutnya ketua majelis hakim 
memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutan (requisitoir). 
f. Pembacaan Surat Tuntutan (Requisitoir). 
Surat tuntutan berisi bagian-bagian mana dan ketentuan-ketentuan pidana 
yang didakwakan terhadap terdakwa yang telah terbukti disertai dengan 
penjelasan dari setiap unsur dari delik yang didakwakan.
19
 Berdasarkan surat 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2013 dinyatakan bahwa 
terdakwa Nur Ansyari alias Katombo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana pembakaran  sebagaimana yang diatur dan diancam 
dalam pasal 187  KUHP dalam dakwaan pertama. 
g. Pembelaan (Pleidoi). 
Pasal 182 KUHAP menyatakan bahwa: 
1) Setelah periksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan pidana. 
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Syafruddin Kalo, Makalah Hukum Acara Pidana Teori Dan Praktek”, Makalah (Medan: 
Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, 2007) 
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2) Selanjutnya terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan 
pembelaanya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan 
bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya selalu mendapat kesempatan 
terakhir. 
3) Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis 
dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan 
turunannya kepada pihak yang berkepentingan. 
Terdakwa Nur Ansyari alias Ari Katombo melalui penasehat hukumnya 
juga mengajukan pembelaan yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa 
bukan pelaku pembakaran Gereja Toraja Tiatira sebagaimana yang dinyatakan 
jaksa penuntut umum dalam tuntutannya sehingga sudah sepatutnya Nur Ansyari 
alias Ari Katombo dibebaskan dari dakwaan jaksa penuntut umum. 
h.  Tahap replik dan Duplik. 
Setelah terdakwa atau penasehat hukum mengajukan pembelaan maka 
kepada jaksa penunutut umum diberi kesempatan untuk mengajukan 
tanggapannya atas pledoi terdakwa atau penasehat hukum atau sering juga disebut 
dengan istilah replik. Terhadap replik jaksa penuntut umum, terdakwa atau 
penasehat hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan duplik yaitu jawaban 
atas replik jaksa penuntut umum. 
i.  Putusan. 
Tahap ini merupakan tahap terakhir dari keseluruhan rangkaian proses di 
dalam persidangan. Namun hakim majelis tidak langsung menyusun dan 
membacakan putusannya pada saat itu tetapi selalu menunda persidangan untuk 
musyawarah tentang segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan untuk 
kemudian mengambil keputusan. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, 
bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah 
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yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam 
pemeriksaan di sidang pengadilan. Majelis hakim dapat menilai, apa yang 
didakwakan dalam surat dakwaan benar terbukti atau bisa juga majelis hakim 
menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti akan tetapi apa yang 
didakwakan bukan merupakan suatu tindak pidana tetapi masuk dalam perkara 
perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan. Atau bisa juga majelis 
hakim menilai bahwa tindak pidana yang dijatuhkan tidak terbukti sama sekali 
dan dari setiap kemungkinan yang ada maka majelis hakim dapat menjatuhkan 
putusan berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan 
berupa pemidanaan.
20
 
Untuk kasus yang pembakaran Gereja Toraja Tiatira atas nama Nur 
Ansyari alias Ari Katombo yang tercatat dalam register perkara No: 
1132/Pid.B/2013/PN.Mks tersebut maka majelis hakim menjatuhkan putusan 
bebas yang berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan 
terdakwa Nur Ansyari alias Ari Katombo atas perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. dengan demikian maka 
terdakwa Nur Ansyari alias Ari Katombo oleh majelis hakim di putus bebas. 
Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta 
martabatnya dengan demikian maka terdakwa dibebaskan dari tahanan.  
D. Analisis terhadap Putusan Bebas dalam Perkara 
No.1132/Pid.B/2013/PN.Mks. 
Setelah melalui tahapan pemeriksaan dalam persidangan dan berdasarkan 
fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka majelis hakim menjatuhkan 
putusan dalam perkara No: 1132/Pid.B/2013/PN.Mks atas kasus pembakaran 
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M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan 
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Gereja Tiatira dengan pemberatan dengan terdakwa Nur Ansyari alias Ari 
Katombo yang amar putusannya adalah sebagai berikut: 
1. Menyatakan Terdakwa NUR ANSYARI alias ARI KATOMBO tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair serta 
Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum; 
2. Membebaskan Terdakwa NUR ANSYARI alias ARI KATOMBO dari 
Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair serta dakwaan Lebih Subsidair 
tersebut; 
3. Menetapkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan; 
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat 
serta martabatnya; 
5. Menyatakan barang bukti berupa : beberapa keping pecahan botol tetap 
terlampir dalam berkas perkara; 
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara. 
Putusan bebas ini dijatuhkan oleh majelis hakim sebab majelis hakim tidak 
yakin bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana pembakaran dengan 
pemberatan yang diatur dalam Pasal 187 Ke-1 KUHP, 187 bis KUHP, dan 187 ter 
KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Untuk dapat 
melihat lebih jelas tentang kasus tersebut diatas maka dibawah ini akan diuraikan 
secara lengkap tentang kasus posisi dan dasar pertimbangan Majelis Hakim, 
sebagai berikut: 
1. Kasus Posisi. 
Bahwa ia terdakwa Nur Ansyari als Ari Katombong, pada hari Minggu 
tanggal 10 Pebruari 2013 sekitar jam 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada 
waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Gereja Toraja Tiatira Jln. 
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Muhajirin Raya Lr.2 No.2 Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu 
tempat-tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan 
mengadili Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja membakar, menyebabkan 
peletusan, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya umum untuk barang, 
yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yaitu sebagai berikut : 
a. Bahwa terdakwa yang pada hari-hari tertentu yaitu pada saat malam minggu 
tengah berkumpul dengan teman-temannya dimana teman-teman terdakwa 
serta terdakwa menamakan perkumpulan tersebut dengan sebutan kelompok 
sepeda motor MAPPAKOE dan diketuai oleh seseorang yang bernama MUH. 
YUSUF alias UCU (DPO), adapun pada saat sebelum kejadian, salah 
seseorang yang anggota kelompok sepeda motor MAPPAKOE, menyerahkan 
uang kepada terdakwa yang nilainya adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus 
ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu; 
b. Bahwa maksud dari pemberian uang tersebut adalah agar supaya terdakwa 
melakukan pelemparan dengan menggunakan alat peledak ke arah Gereja 
Toraja Tiatira yang berada di Jln. Muhajirin Raya Lr. 2 No. 2 kota Makassar. 
c. Selanjutnya terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan bahan-bahan yang akan 
dipergunakan untuk membuat alat peledak, yaitu diantaranya adalah berupa 
botol bekas minuman beralkohol, bensin, dan sumbu yang terbuat dari kain, 
selanjutnya bensin dimasukkan dalam botol tersebut lalu dihubungkan dengan 
sumbu yang terbuat dari kain untuk selanjutnya sumbu tersebut dibakar 
dengan menggunakan korek api dan setelah terbakar maka terdakwa 
melemparkan alat peledak tersebut yang menurut terdakwa nama dari alat 
peledak tersebut adalah berupa bom molotov kearah gereja Toraja Tiatira 
sehingga menimbulkan letusan dan mengakibatkan sebagaian dari bangunan 
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Gereja Toraja Tiatira terbakar serta meninggalkan bekas terbakar di bagian 
depan dari gereja yang dimaksud. 
d. Adapun terdakwa melakukan pelemparan dengan mengunakan bom molotov 
kearah gereja dengan cara menumpang pada sepeda motor yang diketahuinya 
dikendarai oleh salah seorang anggota kelompok sepeda motor MAPPAKOE 
yang terdakwa tidak kenal nama dan alamat tempat tinggalnya, akan tetapi 
terdakwa mengetahui bahwasannya perbuatan yang akan dilakukannya 
tersebut diatas adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas perintah 
dari Ketua Kelompok Sepeda Motor yang bernama MUH. YUSUF Alias UCU 
(DPO). 
e. Bahwa terdakwa mengetahui jika sasaran dari perbuatan yang dilakukannya 
tersebut adalah berupa sebuah bangunan gereja yang merupakan fasilitas 
keagamaan yang dipergunakan oleh khalayak umum, sehingga atas perbuatan 
terdakwa tersebut dapat mendatangkan bahaya umum jika gereja yang 
dimaksud terbakar atas akibat dari perbuatannya tersebut diatas.  
Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam pasal 187 Ke- 1 KUHP. 
SUBSIDAIR : 
Bahwa ia terdakwa Nur Ansyari alias Ari Katombo, pada hari Minggu 
tanggal 10 Pebruari 2013 sekitar jam 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada 
waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Gereja Toraja Tiatira Jln. 
Muhajirin Raya Lr.2 No.2 Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu 
tempat-tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan 
mengadili Pengadilan Negeri Makassar, membuat, menerima, berusaha untuk 
mendapat, mempunyai, menyembunyikan, membawa atau memasukkan ke daerah 
Republik Indonesia, bahan benda atau perkakas yang diketahuinya atau dengan 
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patut dapat disangkanya, bahwa itu digunakan untuk menyebabkan peletusan yang 
dapat mendatangkan bahaya maut kepada orang lain atau dapat mendatangkan 
bahaya umum untuk barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yaitu 
sebagai berikut : 
a. Bahwa terdakwa yang pada hari-hari tertentu yaitu pada saat malam minggu 
tengah berkumpul dengan teman-temannya dimana teman-teman terdakwa 
serta terdakwa menamakan perkumpulan tersebut dengan sebutan kelompok 
sepeda motor MAPPAKOE dan diketuai oleh seseorang yang bernama MUH. 
YUSUF alias UCU (DPO), adapun pada saat sebelum kejadian, salah 
seseorang yang anggota kelompok sepeda motor MAPPAKOE, meenyerahkan 
uang kepada terdakwa yang nilainya adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus 
ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu; 
b. Bahwa maksud dari pemberian uang tersebut adalah agar supaya terdakwa 
melakukan pelemparan dengan menggunakan alat peledak ke arah Gereja 
Toraja Tiatira yang berada di Jln. Muhajirin raya Lr. 2 No. 2 kota Makassar; 
c. Selanjutnya terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan bahan-bahan yang akan 
dipergunakan untuk membuat alat peledak, yaitu diantaranya adalah berupa 
botol bekas minuman beralkohol, bensin, dan sumbu yang terbuat dari kain, 
selanjutnya bensin dimasukkan dalam botol tersebut lalu dihubungkan dengan 
sumbu yang terbuat dari kain untuk selanjutnya sumbu tersebut dibakar 
dengan menggunakan korek api dan setelah terbakar maka terdakwa 
melemparkan alat peledak tersebut yang menurut terdakwa nama dari alat 
peledak tersebut adalah berupa bom molotov kearah gereja Toraja Tiatira 
sehingga menimbulkan letusan dan mengakibatkan sebagian dari bangunan 
Gereja Toraja Tiatira terbakar serta meninggalkan bekas terbakar di bagian 
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depan dari gereja yang dimaksud. Perbuatan terdakwa merupakan tindak 
pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 bis KUHP. 
LEBIH SUBSIDAIR : 
Bahwa ia terdakwa Nur Ansyari alias Ari Katombong, pada hari Minggu 
tanggal 10 Pebruari 2013 sekitar jam 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada 
waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Gereja Toraja Tiatira Jln. 
Muhajirin Raya Lr.2 No.2 Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu 
tempat-tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan 
mengadili Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan permufakatan jahat 
untuk melakukan perbuatan yaitu : perbuatan dengan sengaja membakar, 
menyebabkan peletusan, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya umum 
untuk barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yaitu sebagai 
berikut : 
a. Bahwa terdakwa yang pada hari-hari tertentu yaitu pada saat malam minggu 
tengah berkumpul dengan teman-temannya dimana teman-teman terdakwa 
serta terdakwa menamakan perkumpulan tersebut dengan sebutan kelompok 
sepeda motor MAPPAKOE dan diketuai oleh seseorang yang bernama MUH. 
YUSUF alias UCU (DPO), adapun pada saat sebelum kejadian, salah 
seseorang yang anggota kelompok sepeda motor MAPPAKOE, menyerahkan 
uang kepada terdakwa yang nilainya adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus 
ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu; 
b. Bahwa maksud dari pemberian uang tersebut adalah agar supaya terdakwa 
melakukan pelemparan dengan menggunakan alat peledak ke arah Gereja 
Toraja Tiatira yang berada di Jln. Muhajirin raya Lr. 2 No. 2 kota Makassar. 
c. Selanjutnya terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan bahan-bahan yang akan 
dipergunakan untuk membuat alat peledak, yaitu diantaranya adalah berupa 
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botol bekas minuman beralkohol, bensin, dan sumbu yang terbuat dari kain, 
selanjutnya bensin dimasukkan dalam botol tersebut lalu dihubungkan dengan 
sumbu yang terbuat dari kain untuk selanjutnya sumbu tersebut dibakar 
dengan menggunakan korek api dan setelah terbakar maka terdakwa 
melemparkan alat peledak tersebut yang menurut terdakwa nama dari alat 
peledak tersebut adalah berupa bom molotov kearah gereja Toraja Tiatira 
sehingga menimbulkan letusan dan mengakibatkan sebagaian dari bangunan 
Gereja Toraja Tiatira terbakar serta meninggalkan bekas terbakar di bagian 
depan dari gereja yang dimaksud. 
Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam pasal 187 ter KUHP. 
2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim. 
a. Keterangan Saksi. 
Bahwa di dalam berkas perkara terdapat 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi 
Moses Pamian, Suriawati alias Suri, dan Muh. Yusuf alias Ucu namun hadir di 
dalam persidangan, ditambah 1 (satu) orang saksi verbalis (Ahmad Risal selaku 
penyidik pada Polrestabes Makassar).  
Masing-masing saksi yang hadir di persidangan menerangkan sebagai 
berikut:  
1) Saksi Moses Pamian, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut: 
a) Bahwa tidak kenal dengan terdakwa; 
b) Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik; 
c) Bahwa pekerjaan saksi adalah membantu membersihkan Gereja Toraja Tiatira 
yang terletak di Jalan Muhajirin Raya Lr. 2 No. 2 Makassar; 
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d) Bahwa benar pada hari minggu tanggal 10 Pebruari 2013, ketika saksi 
membersihkan Gereja Toraja Tiatira, saksi diberitahu oleh Penjual Broncong 
bahwa ada kehitam-hitaman ditembok gereja Toraja Tiatira; 
e) Bahwa setelah dapat pemberitahuan dari Penjual Broncong, saksi melihat 
keluar gedung dan ternyata benar serta diteras gereja ditemukan pula pecahan 
botol dan sumbu bekas terbakar; 
f) Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
ada bekas terbakar didinding gereja Toraja Tiatira tersebut; 
g) Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada pimpinan gereja.21 
2) Saksi Suriawati alias Suri yang pada intinya menerangkan bahwa:  
a) Bahwa tidak kenal dengan terdakwa; 
b) Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik; 
c) Bahwa tempat tinggal saksi berdekatan dengan Gereja Toraja Tiatira yang 
terletak di Jalan Muhajirin Raya Lr. 2 No. 2 Makassar; 
d) Bahwa benar didinding Gereja Toraja Tiatira terdapat bekas terbakar hal itu 
saksi ketahui pada hari minggu tanggal 10 Pebruari 2013 pagi, 
e) Bahwa diteras gereja ditemukan pula pecahan botol dan sumbu bekas 
terbakar; 
f) Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
didinding gereja tersebut terdapat bekar terbakar; 
g) Bahwa pada malamnya (malam minggu) ketika saksi tidur, saksi dibangunkan 
oleh teman kost saksi, yang menyatakan bahwa ia melihat kobaran api yang 
berasal dari gereja Toraja Tiatira; 
h) Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kegiatan orang yang mencurigakan 
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i) Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
ada bekas terbakar didinding gereja Toraja Tiatira tersebut; 
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu; 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi 
tambahan diluar saksi yang termuat dalam BAP atas permintaan Hakim yaksi 
saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai 
berikut: 
3) Saksi Muh. Yusuf alias Ucu bahwa: 
a) Bahwa saksi kenal dengan terdakwa; 
b) Bahwa benar terdakwa pernah bergabung dalam kelompok sepeda motor 
Mappakoe; 
c) Bahwa kegiatan kelompok sepeda motor Mappakoe adalah mengikuti balap 
liar di malam minggu; 
d) Bahwa terdakwa sudah lama tidak bergabung dengan kelompok sepeda motor 
Mappakoe; 
e) Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada bulan April 2013, pada saat itu 
terdakwa datang kerumah saksi bersama temannya meminjam sepeda motor 
untuk menjemput pacarnya; 
f) Bahwa ketika terdakwa masih ikut kelompok Mappakoe tidak ada kegiatan 
membuat bom molotov; 
g) Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dapat merakit bom molotov; 
h) Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa membakar atau melempar bom 
molotov di Gereja Toraja Tiatira demikian pula memberi uang kepada 
terdakwa; 
i) Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan yang melempar bom 
Molotov digereja Toraja Tiatira; 
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j) Bahwa saksi sekarang ditahan dan disidang dalam perkara lain bukan masalah 
digereja Toraja Tiatira; 
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar; 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi 
perbalisan, atas dibantahnya keterangan terdakwa di BA Penyidik, yang mana 
saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai 
berikut: 
4) Saksi AHMAD RISAL, SE (saksi Verbalis), 
a) Bahwa saksi adalah Penyidik pada Polrestabes Makassar; 
b) Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika melakukan pemeriksaan terdakwa 
di Polisi sebagai tersangka; 
c) Bahwa pada waktu diperiksa sebagai tersangka, tidak didampingi Penasihat 
Hukum, karena tidak mau; 
d) Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan tidak pernah menggunakan 
kekerasan; 
e) Bahwa keterangan tersangka pada waktu itu diberikan dengan dalam keadaan 
tidak ada paksaan; 
f) Bahwa atas ditunjukkan foto reka ulang/ rekontruksi, saksi membenarkan dan 
tidak dapat menjelaskan kenapa dilakukan sebelum terdakwa diperiksa; 
g) Bahwa pada waktu dilakukan reka ulang / rekontruksi saksi tidak ikut; 
h) Bahwa atas pertanyaan Hakim saksi tidak menjawab atas pertanya yang 
mengenai apa dasar menetapkan ia sebagai tersangka; 
b. Barang Bukti 
Dalam persidangan, Jaksa penuntut Umum mengajukan pecahan botol dan 
sumbu bekas terbakar sebagai barang bukti.
22
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c. Keterangan Terdakwa. 
Pada intinya, dipersidangan terdakwa menerangkan sebagai berikut: 
1) Bahwa ia pernah diperiksa di Polisi; 
2) Bahwa tentang keterangan di Polisi ada yang tidak benar karena waktu 
memberikan keterangan terdakwa menyatakan takut sehingga mengarang 
seperti yang termuat dalam BAPenyidikan; 
3) Bahwa terdakwa pernah menjadi anggota kelompok sepeda motor 
Mappakoe; 
4) Bahwa tidak pernah melakukan mengeboman gereja Toraja Tiatira; 
5) Bahwa pada malam Minggu tanggal 10 Pebruari 2013 terdakwa lupa ada 
dimana pada waktu itu; 
6) Bahwa terdakwa pernah pergi ke Kendari setelah mendengar mau ada 
penangkapan dirinya; 
7) Bahwa selama menjadi anggota kelompok sepeda motor Mappakoe ada 
anggota kelompok yang membuat bom molotov untuk dipergunakan bila 
ada kelompok lain yang menyerang kelompok Mappakoe; 
8) Bahwa siapa yang membuat bom molotov terdakwa tidak tahu; 
9) Bahwa terdakwa masih sekolah dan ingin melanjutkan sekolahnya;23 
d.  Unsur-unsur Tindak Pidana. 
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan 
Dakwaan yang disusun secara SUBSIDAIRITAS yaitu : 
1) Dakwaan Primair : melanggar ketentuan Pasal 187 ayat (1) KUHPidana; 
2) Dakwaan Subsidair : melanggar ketentuan Pasal 187 bis KUHPidana; 
3) Dakwaan lebih Subsidair : melanggar ketentuan Pasal 187 ter KUHPidana. 
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Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang 
disusun secara Subsidairitas untuk menyatakan apakah terdakwa atas 
perbuatannya dapat dinyatakan bersalah atau tidak, maka Hakim terlebih dahulu 
akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, jika Dakwaan Primair terbukti, maka 
Dakwaan Subsidair dan Dakwaan lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan 
lagi, demikian sebaliknya jika Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan 
Subsidair atau dakwaan lebih subsidair lagi akan dipertimbangkan; 
1) Dakwaan pertama melanggar Pasal 187 Ke-1 KUHP mengandung unsur-
unsur sebagai berikut: 
a) Unsur “Barangsiapa”; 
b) Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, banjir; 
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan 
sebagai berikut: 
a) Unsur ”Barangsiapa”; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja 
subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa 
“individu” (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon); 
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan dan 
menghadapkan NUR ANSYARI AL. ARI KATOMBO dan didudukkan sebagai 
terdakwa adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyandang hak dan 
kewajiban. NUR ANSYARI AL. ARI KATOMBO sebagai Terdakwa dapat 
menjawab semua pertanyaan pertanyaan Hakim, bahwa Terdakwa mempunyai 
identitas sebagaimana termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, 
sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya bahwa 
Terdakwa NUR ANSYARI AL. ARI KATOMBO. Dengan demikian unsur ke – 1 
“barangsiapa” telah terpenuhi; 
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b) Unsur “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, banjir”; 
Menimbang, bahwa dalam unsur ad. 2 yakni dengan sengaja menimbulkan 
kebakaran, ledakan, banjir. menurut Hakim kata menimbulkan kebakaran, 
ledakan, banjir. mempunyai pengertian alternatif, sehingga dalam pembuktian 
unsur ini tidak perlu semua terpenuhi. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh 
dipersidangan bahwa benar pada dinding gedung Gereja Toraja Tiatira, pada hari 
Minggu tanggal 10 Pebruari 2013 terdapat / terlihat adanya bekas terbakar dan 
dilantai terasnya ditemukan bekas pecahan botol dan sumbu yang terbuat dari kain 
bekas terbakar; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh 
dipersidangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada yang 
mengetahui siapa yang menyebabkan sebagian dinding gedung Gereja Toraja 
Tiatira terdapat/terlihat bekas terbakar dan berdasarkan keterangan saksi Muh. 
Yusuf als Ucu ( yang dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai DPO, sebagai 
orang yang menyuruh terdakwa melakukan pelemparan bom molotov pada gereja 
Toraja Tiatira ), dipersidangan yang mengaku ketua kelompok sepeda Motor 
Mappakoe, tidak pernah menyuruh terdakwa melakukan membakaran gereja 
Toraja Tiatira, sedangkan terdakwa menyatakan bukan dia yang melakukan, maka 
Hakim berpendapat bahwa terbakarnya sebagian / atau terdapatnya bekas 
kebakaran didinding gereja Toraja Tiatira adalah bukan karena perbuatan 
terdakwa oleh karena itu unsur ad 2 menimbulkan kebakaran tidak terpenuhi; 
Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan 
Primair salah satu unsurnya tidak terpenuhi, sehingga Pasal yang didakwakan 
adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; 
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Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka 
selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yakni terdakwa 
dianggap melanggar ketentuan dalam Pasal 187 bis KUH Pidana,; 
2) Dakwaan kedua melanggar Pasal 187 bis KUHP dengan unsur-unsur 
sebagai berikut: 
a) Unsur “Barangsiapa”; 
b) Unsur “membuat, menerima, berusaha untuk mendapat, mempunyai, 
menyembunyikan, membawa atau memasukkan ke daerah Republik 
Indonesia, bahan benda atau perkakas yang diketahuinya atau dengan patut 
dapat disangkanya, bahwa itu digunakan untuk menyebabkan peletusan yang 
dapat mendatangkan bahaya maut kepada orang lain atau dapat mendatangkan 
bahaya umum untuk barang”; 
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan sebagai 
berikut: 
a) Unsur ”Barangsiapa”; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja 
subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa 
“individu” (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon); 
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan dan 
menghadapkan NUR ANSYARI AL. ARI KATOMBO dan didudukkan sebagai 
terdakwa adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyandang hak dan 
kewajiban. NUR ANSYARI AL. ARI KATOMBO sebagai Terdakwa dapat 
menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat 
hukumnya, termasuk menjawab pertanyaan Hakim, bahwa Terdakwa mempunyai 
identitas sebagaimana termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, 
sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya bahwa 
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Terdakwa NUR ANSYARI ALIAS ARI KATOMBO. Dengan demikian unsur ke 
– 1 “barangsiapa” telah terpenuhi; 
b) Unsur “membuat, menerima, berusaha untuk mendapat, mempunyai, 
menyembunyikan, membawa atau memasukkan ke daerah Republik 
Indonesia, bahan benda atau perkakas yang diketahuinya atau dengan patut 
dapat disangkanya, bahwa itu digunakan untuk menyebabkan peletusan yang 
dapat mendatangkan bahaya maut kepada orang lain atau dapatmendatangkan 
bahaya umum untuk barang””; 
Menimbang, bahwa dalam unsur ad. 2 kata dalam kalimat yakni membuat, 
menerima, berusaha untuk mendapat, mempunyai, menyembunyikan, membawa 
atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia, bahan benda atau perkakas yang 
diketahuinya atau dengan patut dapat disangkanya, bahwa itu digunakan untuk 
menyebabkan peletusan yang dapat mendatangkan bahaya maut kepada orang lain 
atau dapat mendatangkan bahaya umum untuk barang, mempunyai sifat alternatif 
sehingga dalam pembuktian unsur delik ini tidak perlu semua terpenuhi; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan 
dipersidangan yakni dari seluruh keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan 
termasuk saksi atas perintah Hakim, tidak ada yang menerangkan/mengetahui 
bahwa terdakwa membuat, menerima, berusaha mendapat, mempunyai, 
menyembunyikan atau memasukkan ke Indonesia yang dapat menimbulkan 
ledakan, sedangkan dipersidangan terdakwa menerangkan tidak pernah membuat, 
dan memiliki bom molotov, namun para saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut 
Umum menerangkan bahwa benar digedung gereja Toraja Tiatira pada hari 
Minggu tanggal 10 April 2013 didindingnya terdapat bekas terbakar dan diteras 
ditemukan pecahan botol dan sumbu bekas terbakar, sedangkan berdasarkan 
keterangan saksi yang didengar atas perintah hakim yang berdasarkan surat 
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dakwaan Penunut Umum saksi tersebut adalah yang menyuruh terdakwa dan 
merupakan DPO ternyata menerangkan bahwa ia tidak pernah mengetahui 
terdakwa membuat,memiliki bahan/benda yang dapat menimbulkan ledakan, dan 
tidak pernah menyuruh terdakwa melakukan pembakaran gereja, serta tidak ada 
yang mengetahui bahwa terdakwa yang melakukan pembakaran, maka Hakim 
berpendapat unsur ad.2 dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terpenuhi; 
Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan 
Subsidair salah satu unsurnya tidak terpenuhi, sehingga Pasal yang didakwakan 
adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair tidak terbukti maka 
selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidair, yakni 
terdakwa dianggap melanggar ketentuan dalam Pasal 187 ter KUH Pidana. 
Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan dalam Dakwaan Lebih 
Subsidair, yakni melanggar ketentuan dalam Pasal 187 ter KUH Pidana, maka 
perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 
1. Unsur “permufaakatan”; 
2. Unsur “Pasal 187 KUH Pidana dan Pasal 187 bis KUH Pidana”; 
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan sebagai 
berikut: 
Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair, 
yang mana salah satu unsurnya merupakan Pasal 187 KUH Pidana dan Pasal 187 
bis KUH Pidana, yang dalam perkara ini adalah dakwaan Primair dan Subsidair, 
yang mana terhadap dakwaan ( Pasal 187 KUH Pidana dan Pasal 187 bis KUH 
Pidana ) tersebut telah 
dipertimbangkan diatas maka untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam 
putusan ini pertimbangan tersebut diambil alih dan harus dianggap sebagai 
pertimbangan tersendiri; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang membuktikan 
dakwaan Primair dan Subsidair (Pasal 187 KUH Pidana dan Pasal 187 bis KUH 
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Pidana) ternyata dakwaan tersebut tidak terbukti, maka terhadap dakwaan Lebih 
Subsidair yang salah satu unsurnya merupakan Pasal 187 KUH Pidana dan Pasal 
187 bis KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair maka 
berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa salah satu unsur 
dakawaan Lebih Subsidair tidak terpenuhi; 
Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan 
Lebih Subsidair salah satu unsurnya tidak terpenuhi, sehingga Pasal yang 
didakwakan adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 
diatas ternyata perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan 
Subsidair, serta Dakwaan Lebih Subsidair maka Terdakwa tersebut harus 
dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair serta Dakwaan Lebih 
Subsidair tersebut; 
Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang 
mohon agar dibebaskan, haruslah dianggap telah turut pula dipertimbangkan oleh 
Majelis Hakim dalam Putusan ini; 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh karena 
Terdakwa dinyatakan bebas, maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan 
selekas mungkin; 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka Terdakwa 
berhak mendapat rehabilitasi; 
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa beberapa keping 
pecahan botol, ternyata telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena dalam 
perkara ini terdakwa dinyatakan bebas maka terhadap barang bukti tersebut 
patutlah untuk tetap terlampir dalam berkas perkara; 
Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bebas, maka biaya 
perkara dibebankan kepada Negara; 
Mengingat, ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1), Pasal 199 Undang Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain yang 
terkait dalam perkara ini. 
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Alat bukti seperti yang dijelaskan di atas ditambah dengan penguraian 
pasal yang dituduhkan Jaksa Penuntut umum kepada terdakwa Nur Ansyari Als 
Ari Katombo maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas karena terdakwa 
tidak terbukti bersalah. Putusan bebas tersebut memberikan rasa keadilan 
terdakwa karena memang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa 
terdakwalah sebagai pelaku pelemparan bom Molotov di gereja toraja tiatira, 
namun putusan bebas tersebut tidak serta merta membuat terdakwa kembali 
kepada keadaan semula seperti sebelum Nur Ansyari Alias Ari Katombo dijadikan 
sebagai terdakwa. Status terdakwa yang pernah disemakatkan kepada Nur Ansyari 
Alias Ari Katombo membawa efek terhadap kehidupan sosialnya setelah proses 
persidangan tersebut berakhir atau putusan tersebut telah memiliki kekuatan 
hukum tetap. Masyarakat yang awam tentang akan hukum tetap beranggarapan 
bahwa Nur Ansyari Alias Ari Katombo adalah pelaku pelemparan tersebut 
terlebih lagi Nur Ansyari Alias Ari Katombo pernah menjadi anggota geng motor 
Mappakkoe.  
Dibeberapa media baik itu media televisi maupun surat kabar 
memberitakan bahwa anggota geng motor Mappakkoe telah melakukan 
pembakaran gereja toraja tiatira namun divonis bebas oleh Majelis hakim 
Pengadilan negeri Makassar, sehingga menimbulkan pemikiran-pemikiran negatif 
dari masyarakat padahal terdakwa telah diproses sesuai dengan prosedur hukum 
yang berlaku. Oleh karena itu untuk memberikan rasa keadilan kepada terdakwa 
Nur Ansyari Alias Ari Katombo yang telah diberikan vonis bebas, maka majelis 
hakim wajib memulihkan hak  terdakwa Nur Ansyari Alias Ari Katombo seperti 
pada isi putusan yaitu berupa pemulihan hak dalam hal kemampuan, kedudukan, 
harkat serta martabatnya sehingga terdakwa dapat diterima kembali keberadaanya 
dalam lingkungan masyarakat.  
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Menurut penulis tidak terbuktinya terdakwa sebagai pelaku kejahatan pada 
kasus pelemparan Bom Molotov di Gereja Toraja Tiatira di jalan muhajirin lorong 
2 makassar, tidak lepas dari penyidikan oleh penyidik. Pada proses penyidikan 
Nur Ansyari Alias Ari Katombo mengaku sebagai pelaku kejahatan, namun 
pernyataan tersebut disangkal pada Kesaksiannya di depan persidangan. 
Pengakuan tersangka pada saat penyidikan merupakan pernyataan yang 
didasarkan pada rasa ketakutan terdakwa sehingga terpaksa mengakui perbuatan 
yang tidak terdakwa lakukan dan membantu pihak penyidik untuk lebih cepat 
melimpahkan BA penyidikan.  
Pada kenyataannya sering ditemukan fakta bahwa tersangka mengeluarkan 
pengakuan disebabkan karena adanya paksaan yang dilakukan oleh pihak 
penyidik demi mempercepat proses penyidikan. Hal tersebut menurut penulis 
sudah melanggar prosedur penyidikan. Penyidik juga terkadang mengabaikan asas 
praduga tak bersalah. Jadi menurut penulis semestinya jika pada proses 
penyidikan, penyidik tidak mampu membuktikan seseorang sebagai tersangka 
maka sepatutnyalah proses penyidikan harus segera dihentikan dengan 
mengeluarkan surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3) karena apabila 
seseorang terpaksa untuk mengakui sebuah kejahatan yang ia tidak lakukan lantas 
pada proses persidangnan ditemukan fakta bahwa terdakwa tidak bersalah dan 
divonis bebas maka hal tersebut jelas merugikan terdakwa. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu, 
berikut ini akan disampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan pembahasan 
Penulisan Hukum ini:  
1. Dalam menjatuhkan putusan bebas, Hakim Pengadilan Negeri Makassar  
melihat dari segi hukum (yuridis) yaitu didasarkan pada fakta-fakta atau 
keterangan-keterangan yang ada dalam persidangan dan sesuai dengan 
keyakinan dan pengamatan hakim. Adapun yang menjadi dasar  hukum 
penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa Nur Ansyari alias Ari 
Katombo dengan perkara nomor: 1132/Pid.B/2013/PN.Mks yaitu Pasal 
191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Dijatuhkanya putusan bebas terhadap terdakwa Nur Ansyari Alias Ari 
Katombo karena tidak terpenuhinya dua alat bukti yang sah dan 
meyakinkan sesuai Pasal 183 KUHP serta tidak terpenuhinya unsur pasal 
yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 187 Ke-1. 187 
bis, dan 187 ter KUHP. Sehingga dengan pertimbangan hukum tersebut 
Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan bebas 
terhadap terdakwa Nur Ansyari  Alias Ari Katombo. 
2. Prosedur pelaksanaan penjatuhan putusan bebas di Pengadilan Negeri 
Makassar, setelah penyidik menemukan dua alat bukti untuk menyatakan 
pelaku sebagai tersangka maka berkas dilimpahkan ke kejaksaan. Setelah 
penuntut umum beranggapan bahwa penyidikan telah lengkap maka 
penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah 
memenuhi syarat untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke Pengadilan. 
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Jika jaksa penuntut umum baranggapan bahwa hasil penyidikan dapat 
dilakukan penuntutan maka dibuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) 
KUHAP). Akan tetapi apabila penuntut umum berpendapat sesuai dengan 
Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, bahwa: 
d. Tidak terdapat cukup bukti, atau 
e. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana (kejahatan atau 
pelanggaran), atau 
f. Perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan 
dan menerangkan hal tersebut dalam suatu penetapan. Untuk perkara yang 
dianggap cukup bukti dilimpahkan ke Pengadilan maka jaksa menentukan 
perkara itu akan diajukan dalam perkara singkat atau acara biasa. Tahapan 
atau proses penjatuhan putusan bebas sebagai berikut: 
1) Tahap Panggilan. 
2) Tahap Pembukaan dan Pemeriksaan Identitas Terdakwa. 
3) Pembacaan Surat Dakwaan. 
4) Eksepsi. 
5) Tahap Pembuktian. 
6) Pembacaan Surat Tuntutan (Requisitoir). 
7) Pembelaan (Pleidoi). 
8) Tahap replik dan Duplik. 
9)  Putusan. 
Jika dalam pembuktian di pengadilan tidak ditemukan dua alat bukti yang 
cukup maka pada saat pembacaan putusan maka terdakwa akan dijatuhi putusan 
bebas. 
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B. SARAN 
1. Hendaknya dalam tahap penyidikan, penyidik harus benar-benar mencari 
bukti-bukti kejahatan yang dilakukan oleh tersangka, seperti pengakuan 
dari tersangka. Jika pada tahap penyidikan tersebut tidak ada barang bukti 
yang mendukung kejahatan tersangka, maka proses penyidikan terhadap 
tersangka harus dihentikan, karena apabila dalam persidangan bukti-bukti 
pada tahap penyidikan serta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan 
tidak menunjukkan terdakwa bersalah, maka akan menimbulkan kerugian 
terhadap terdakwa. 
2. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa harus  
mempertimbangkan aspek  yuridis, filosofis dan sosiologis yang akan 
terjadi setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap karena 
masyarakat sudah mulai  tidak  percaya lagi dengan eksistensi peradilan 
yang ada sekarang  karena maraknya hakim-hakim terlibat kasus. Untuk 
itu hakim dituntut untuk jeli melihat permasalahn-permasalahan yang ada 
sehingga dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya bagi semua  
pihak.     
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